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ABSIRAK

Tahun-tahun terakhir ini boleh dikata perkembanpran
musik di neparas kita Republik Indonesia ini memperlihnt-
kan perkembanpan yang cukup pesat. Sekoalinun tidak idi=-
kemukakan data rerta angha-anpka statistik untuk membuk-
tiken pernyataan tersebut sebnpgsimoana lazimnya dalam

dunia perkembangan atau pembangunan. Yamun denpan menge-

mukakan peranan radio, televisi, proup-groun vokel,band-
band muaik yang bertebaran di pelosok tanah alr, amk=-
nya dapstlah dibenarkan pernyatssn tersebut. Feahkan de=
ngan menyebutksan nipht elub, serta tempat-tempat rekrensi
lainny», yanp dengan caranyn seadiri-sendiri menyuruhkan
berbapai macam musik, turut puls memberikan pertiripasi-
nya dalem perkembanpan musik yanp dimsksud.

Demjkian pula EEnyntﬁrn adanya kasus-kasus persoalan
musik yang sempai ke depan meja hijau, menurut paham pe-
nulis, merupakan bukti nyats npula skan adanya perkemhg-
nEAN Yoang menyanékut musik.

Adanya Undang-Undang Hak Cipta di sustu negara bukan-
nya menjadi perhatian negara yarr bersangkutan melsinkan
juga banydk negara lain berminat sken adanya Unﬁang—Undang
tersebut. Dimana mereka dap:t memanfastkan hak-haknya.

Ini dapat kita lihat peds beberspa waktu ¥anpg lalu dimpna
pihak Amerika Serikat memberi nirhntian tentang ini (meman-

fantlkan hak-hak ciptannnya) di fndonesia, yaitu tentang
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dalam kasus penynanyi Bob Geldolf telah menciptakan dan
mengadakan kKonser-konser Fand Aid den Live Aid,

Keaseluruhan penpaturan lak Cipta ditusngkan dalam
Undang-Undang suatu nepain, contohnya di Indonesia ter-
mueat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 yang diada-
kan perubahen aleh Undanp=lindang nomor 7 tahun 19A7,
pada dasarnya merﬁnaknn merlindunpgan ates penciptaan
tersebut dapat terbuka bopi masyarakat luas dan dapat
dikembangkan pula,

Cakupan penciptesn itu tidak terbatas di dalem ne-
rerl melainkan jupa di lunr nepreri dan dalem prosea ke-
terbukaannya dalam pencinptesn tersebut eehinFga dapat
ditranafer ke banyak negara.

Ara yang menjadi laler belaksng diadalan penpgaturan
tersebut adalah tidsk lain sewmatn-mats fdidrsarkan pada
penggunaan hak cipta puna dapst mempernleh manfaat-man-
Taat hak miszalnya manfaat hukum, manfart ekonomi bagi
nencipta/pemegang hak cipta.

Oleh karena itu mencipta atau pemegang hak cipts
rerlu dilindungi terhadap pihak-pihak Yang menyalahpuna-
kan, atru yang melangparnya den secars substansiil perlu
mengatur yang bertalian denpan proses, nrnseﬂur herbagai
hek termasuk pelimpahannya kepada pihak lain berikut U=

la denpan masalah harga atsu imbalan yanp terkait di=

dalam.
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Untuk itu perlu kejelasan tenlang bapaimann pengaturan
perlindunpgannya, penpprunennnyn, penrnlihan hak-haknys
kepada pihak lain sempai kepada penyelenpparesn birok-
rasinyn,

alam proses penpembanpan hak eipta tersebut sebe-
narnya merupaksn komoditi perdapanpan, baik itu nasional,
atru internaniunni, karenn hel 1tu dapri diwujudksn dalam
bentuk Tisik yanp berupa piranti kerne dan juga dalam hen-
tuk non fi=ik berupa pirsanti lunak. Wujud dalam rerdagang-
an dapat berups -pemberian lisensi, kontrak, =1ih teknologi,
sewa atau bentuk penpaturan kerjasama lainnya. Bapaimana-
pun cara pandang dan rsikap yang adn selama ini memanp se-
rantasnya direnungkan dan dilurusksn. Bapi seorang pencin-
ta, keahlian mencipta hukan enjs merupaken kelebihan dan
anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjsdi sumber peng-
hidupannya,

Agaknya jupa terlalu berlebihan apabils sesuatu cip-
tﬂan{nnﬂlngj di mags mekaranpg) dikataksn sekedar aebapal
pemberi kepuasan bapl bathin dan simbol =mosial kepada pen-
ciptanye., Fanusia sekitarnya, bukan ssaja sekedar ikut me -
nikmati, tetapi jups mencarinys untuk memenuhi sebahngian
kebutulien hidupnya.

Dalam takaran ekonomi, kelahiran suatu karya telah
beritu melibntkan tennpn, watu, biaya. Ealapu Faktor-Taktor
tersebut dikonversikan ke donlsm anFka-anpka, moaker ity =e-
mua akan menunjukkan nilai suptu karya itn. Memang ada

kalanya seorang pencipta engpan membicarskan secara ter -
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buka nilai kerya ciplanya. Ba%kan munrkin ada yang tidak
bersedia melakukannya knrena merasa bahwa hkaryanya tidak
ternilai. Sekalipun demikian, kurang jupa ade tempstnya
bilamana kita menpambil keunbungan darl keadnan seperti
itu. Setidaknya, sesuni denpnn upayn untuk menumbuhkan
rikap den budaya dikalanpan masyarnkat untuk menpghormat i
derih payah atsu hpail kKeryn seseornng, Tumbuhnya sikap
untuk selalu mengambil Keuntunpan euma-cuma dari jerih
myah orang lain perlu dihilangkan.,

Oleh karena adanya manfast dan nilai ekonomi pada
svatu karya cipta, timbullah Yemudian konsepsi mengenai
kebutuhan perlindungan hukum, Fengembanfan konsensi ini
bila dilihet dari sepi usaha untuk mendorong tumhuhnysa si-
kon dan budaya meﬁghurmnti atau menghereai jerih payah atau
hasil karya orang lain, memiliki arti renting. Apalapi kalau
hel ini ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewijudkan ta-
tanan kehidupan ekonomi yang Letap memherikan nenghorma tan
terhadan hak-hak perseoranpan secara seimbang denpan ke=
rentingan masyarakat banfoanya.

Dalam kerangka permasalatan inilah kehadiran Undang-
Undang Hak Cipta perlu memperoleh perhatian Sewn jarnya.
Seperti terurai sebelumnys, yang haru bapi banpea Indonesia
hanyalah pengenalan konsepsi tentang pengaturan secara lugas

dalam pernngkat hukum.
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PENDAHULUAN

Deﬁgan semakin meningkatnya kegiatan  ehkonoml mem-
perjualbelikan karya cipla pencipta, yang diiringi dengen
semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
Telah memungkinkan diadakannya perbanyakan atau pEnguUmuman
ciptaan secara lebih mudah, oleh karena itu Auteurswet ta
hun 1912 Staatsblad 1912 nomor 600 dipandang sudah tidak
sesual lagl, maka pemerintah menganggap telah tiba saatnva
untuk mengganti Auteurswet tehun 1912 tersebut dengan se-
buah Undang-Undang Hak Cipta yYang bersifat nasional, maka
pada tanggal 12 April 1982 diundangkanlah Undang-Undang
Hele Cipta nomor & tahun 1982 Lembaran Hegara 1982 nomor 15
Ltembahan lembaran negara nomor 3217, Dalam kurun waktu 5
tahun kemudian dalam relaksanaannya, Undang-Undang nomor
6 tahun 1982 ternyata banyak pelanggaran hak cipta yang
terjadi terutama dalam bentuk berbagal macam tindak pidana
pewhajakﬁn, sepertl pembajakan kaset rekaman audio, kaset
rekaman vidio, film dan pembajakan buku, Semskin lama pe-
langgaran hak cipta tersebut semalkin menjadi-jadi sehingga
dirasakan telah mencapal suatu tingkat Yang membahayakan,
terlebih=lebih dalam keadaan tertentu pemanfaatan dan atau
komersialisasi suatu hasil ciptasn tanpa izin pemiliknya
memang dapat merupakan kegiatan yang sungguh=sungeguh tidak
adil, Oleh karena itu pemerintah pada bulan September 1987

melakukan perubahan dan penyenpurnaan beberapa ketentuan
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dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, Perubahan dan pe-
nyempurnaan isl Undang-lUndang nomor 6 tahun 1982 diatur
dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1987,

Pada umumnye hsk cipta dipandang sebagal bentuk hak
milik atas suatu bende bergerak akan tetapl hak milik ini
merupakan hak milik yang tak ada taranya (unik), yang ma-
na pelepasan hak tersebut dilakukan dengan mkte notaris
maupun dibawah tangan. Hak milik itu tidak dapat dipegang
dan tidak berwujud., BEendas yang dilekati hak milik tersebut
adalah karya intelektual dari =i pencipta, tidak dapat di-
punysal kecuall jika benda itu terjelma kedalam barang yang
dapat dipegang,seperti kaset rekaman vidio, kaset rekaman
audio, piringan hitam, buku alau film. Benda-benda yang
depat dipegang yang beriei karya itu mungkin hanya dapat
dipakai untuk kesukaan sendfri, akan tetapli hak cipta me-
nahan orang-orang lain untuk mereproduksi karya itu tanpa
izin dari pemegang hak cipta,

Inti dari. hak cipta adalah hak dari seorang pencipta
untuk mengawasl reproduksi dari karya intelektualnya se-
lama ia memegang hak karyanya sebagai milik sepenuhnya,
makka pengawasan yang mutlak dari si pencipta dapat di-
leksanakan dengan mudah, Akan tetapi apabila ia menyinghkap
kan karya itu kepada orang lain, maka ia memungkinkan ke-
pade mereka itu untuk mereproduksi karya itu. Hal cipta
adalah suatu upaya hukum yang memberl hak kepada si pen=

cipta untuk mengawasi reproduksi karyanya setelah karya



itu disingkapkan,

Pada dasarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 me-
nempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik hiassa bukan
lagl delik aduan, sehingga praktis termasuk sebagel delik
ke jahatan, Bila dipandang dalam hubungan pelanggaran hak
cipta eebagal delik ke jahatan, maka dengan adanya Kepres
nomor 17 tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan menge=
nai perlindungen hak cipta atas reksman suara entara Re=
publik Indonesia dan masyarakat eropas serta Kepres nomor
2> tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenal per-
lindungan hak cipta antara Republik Indonesia dan Amerika
Serlkat, merupakan terchosan yang memakss masyarakat kita
untuk ikut mentaati tertib huxum internasional,

MesRipun hak cipla merupakan hak perseorangan yang

kepemilikannya terikat pada pencipta, namun fungsi sosial
nya besar sekall dalam dunia peradaban, karena dapat men-
Jadi aa;ana komunikasl guna mempercepat usaha kecerdasan
kehidupan bangsa dalam mewu judltan cita-cita kesejahteraan

so0alal ,

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah dalam hal
keterangannya di hadapan sidang Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai Fancangan Undang-Undang tentang perubahan
Urdang-Undang nomor & tahun 1982 mengemukakan bahwa :

Dalam rangka pembangunan nasional ,upaya penciptaan
lklim yang mampu merangsang gairah bangea Indonesia
untuk menciptakan karya-<arya di bidang ilmu penge-
tahuan,seni dan satra sungguh diperlukan, Pengting-
nya peranan ilmu pengetahuan dan teknoleogli bagi ke-
hidupan suatu bangsa dan masa depannya,
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1 bidang sosial budaya, telah menjadi cita-cita ber-

Sama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang ° kokoh

dengan kepribadiannya sendiri di tengah-tengan ke~

hidupan ®bangsa-bangsa di dunia yang jugs harus terus
berubah dan berkembang. Dalam hubungen ini diharep =
kan semakin tumbuh subur dan berkembangnys seni dan
eastra Indonesia di bidang lagu dan musik, p&nulifsan

karya~karya sastra, seni drama dan lain-lsinnya. 1)

Dengan demikian dapat dibayangkan, bahwa timdai-an ne-
merintah Republik Indonesia di bidang perlindungan me=
ngenal hak cipta ekan semakin melebar dimasa mendatang.
Dan’.tentunya akan memberikan dampak dan akibat yang akan
merubah kebiasaan dan kehidupan sehari-hari,

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sudah tidak asing
lagl bagl kita, terutama bagi kalangan pencipta atau peme-
gang hak cipta. Tindakan pemba jakan terhadap hak cipta bu-
kan hanya dilakulkan terhadap ciptaan warga negara asing.
Hal ini dapat kita ketahui, bilamana kita mengikuti perkem
bangan berite-berita diberbagal media cetak yYang memberi-
takan adanya laporan dari masyarskat ataupun pengaduan da-
ri para pencipta atau pemegang hak cipta yang tergabung
dalam berbapgal amsosiasi yang erat hubungannya dengan hak
cipta di bidang lagu atau musik, Sebagal contoh, dengan
adanya peristiwa penyanyi roce Bob Geldolf telah mencipts
ken dan mementaskan konser-konser Band Ald dan Live Ald,
yang oleh kalangan tertentu di Indonesia direkam dan di-
Jual, Perietiwa tersebut mencap Indonesia sebagai "megara
pembajak" =] Pembajskan hak cipta mempunyai dampak yang

sangat luas, sebab bukan saja pencipta atau pemegang hak

cipta yang diruglksan karena pemba jak tidak membayar se-
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Jumlah royalti dari hasil ba jskannya, tetapi negara juga
mengalami kerugian karena pembajak pastl tidak membayar
pajak dari hasil bajskannya,

Motivasl disempurnakannya peraturan tentang hak cipta
in casu Undeng-Undang nomor %/ tahun 1987 tentang perubahan
atas Undang-Undang nomor & tshun 1982 mengenal hak cipta,
dalam pembahssan ini dimaksudkan pula adanya unsur-unsur
Yang mengikutl perkembangan teknologi dan sesual . dnngan
kepribadian bangea, dengan tujusn untuk memberi peEN gAYy Om-
an baik terhadap kepentingan individu maupun kepentingan
masyarakat, sehingga diharapkan dengan telah disempurnakan
nya Undang-Undang Hak Cipta ini terdapat keseimbangan ane
tara kepentingan individu dan kepentingan umum,

1.1, Alasan memilih judul

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni,
Baetra, sangat besar artinya bagl peningkatan taralf ke -
hidupan, peradaban dan martatat manusia serta memberikan
kKemaslahatan bagl masyarskat, bangsa dan negara. Dengan
perkembangan teknologi pada akhir-akhir ini juga tidalk
dapat dilepaskan dari usaha untuk mewu judkan suasana yang
mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong me-
lakukan suatu ciptaan baru,

Dengan dibentuknya Undang-uUndang nomor 7 tahun 1987,
maka diharapkan para pencipta betul-betul mendapat rerlin-
dungan hukum dalem menggunakan hak ciptanya, Untuk melulus

kan harapan tersebut dan pada siei lain agar Undang-lindang
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tersebut dapat mengantisipasl tindakan pelanggaran yang
terjadi di bidang hak cipta,

Adapun alasan penulis meanilih judul Pelenggaran ter-
hadap Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik,oleh ka-
rena semakin banyak dan melussnya intensitas pelanggaran
hek cipta ates karya cipta musik baik dari segl bentuk ju
g8 kuantitasnya. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan ke-
ruglan bagl penciptanya, tetapl negara merasa - dirugliean
dari bidang ekonomi, hukur maupun sosial budaya, Disamping
itu mueik bukan lagi sekedar sarana hiburan untuk pemenuh-
an rohani ,leblh dari itu, musik pada dewasa ini telah mam-
pu menampakkan diri sebagai potenei ekonomi yang memiliki
dampak sosial, budaya bahlan politik bagl suatu negara.
sehingga bldang musik merupakan lahan yang kian subur dan.
menarik minat, baik bagi industri rekaman maupun dalam hal
show bussiness dan laip-l-in,

I.2. Tujuan penulisan

Fenggunaan hukum sebagal sarana perubah masyarakat,
telsh berkembang secara terus menerus, dan tampaknya men-
Jadi salah Eaﬁu cirl masyarakat modern. Kehadiran hulcum
Yeng bertujuan mengadakan perubahan tersebut,. seringkali
membawa konsekuansi terjadinya pertentangen dalam pelaksa-
naannya, Menculnya hambatan-hambatan dari implementasi
hukum produk badan legislatif ini, disebablkan antara lain
adalah adanya perbedsan nilai-nilai yang terkandung di-
dalam Undang-Undang Hak Cipta dan nilai-nilal yang berlaku
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Di delam masyarakat. Untuk itu maksud dan tujuan penulis-

an sxripel inl secara khusus adalah untuk memenuhi salah

satu persyaratan untuk menyelesalkan study pada fakultas

hukum Universitas Hasanuddin, Dengan skripsi ini juga pe=

nulis mengharapken dapat memperoleh manfaat bagi kepenti-

ngan masyarakat dan pemerintah dalam usaha melindungl ha-

&1l karya para pencipta atau pemegang hak cipta,

Adapun tujuan penulisan skripsi inl dapat penulis je-

laskan secara spesifik sebagal berikut :

1,

24

Se

by

D

Untuk mengetahui jenls-jenis pelanggaran terhadap Hak
Cipta pada karya cipta di bidang musik,

Untuk mengetahui bentuk-bentuk tuntutan dan penyelesai-
an sengketa pelanggaran terhadap hak cipta pada karya
cipta di bidang musik,

Membantu pemerintah dalam hal inl aparat penegak hukum
dalam hal melindungl para pencipta atau pemegang hak
cipta dari tindakan pembajakan atau pemalsuan hak cipta
pada karya cipta di bidang musilk,

Memberi informasi kepada masyarakat tentang berbagal
hal yang berhubungan dengan penggunaan hak cipta yang
khususnya hasil karya cipta di bidang musik,

Untuk lebih memasyarakatkan Undang-Undang Hak Cipta
agar dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat.

l1.5. Batasan masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam

skripsi ini, maka diperlukan suatu perumusan masalah, ada-
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pun masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi inl ada

lah sebagal berikut :

= Sejauhmanskah peranan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987
dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi pada karya
cipta di bidang musik.

- Bagaimanskah jenis-jenise pelanggaran hak clpta pada kar
¥a cipta di bidang musik,

- Bagalmangkah bentuk tuntutan yang dapat diajukan terha-
dap pelanggaran hak cipta pada karya cipta dl bidang
musik,

= Bagaimanaksh bentuk penyelesaian sengketa pelanggaran
terhadap hek cipta pada karya cipta di bidang mueik,

Demikianlah masalah-maselal yang penulis akan bahss dalam

skripsl ini,

I.4, Metode penelitian

Dalam memperoleh bahan untuk penulisan dan pembahasan
karya tulis ini, penulis menggunakan penelitian kepustaka-
an yaknl dengan cara mengumpulkan dsn membaca literatur-
literatur yang erat hubungannya dengan objek kajian dalem
tulisan ini. Untuk memperoleh data, penulis mengadakan pe-
nelaahan beberapa karya tulis dan laporen penelitian serta
peraturan perundeng-undangan yang terkait dengan tonlle
ini., Disamping itu data ysng diperoleh melalui studi doku-
mentasi serta mengadaken wawancara dengan para ahli, pene-
gak hukum, penyanyi, pencipta maupun pemegang  hak cipta

atas musik.
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1.5. Sistematika pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam mengikuti dan memahemi

karya tulis ini, penulis membagl kerangka pembahasan ini

ke dalam empat bab sebagal berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

: Pendahuluan

Di dalam bab ini, penulis membahas mansanal
faktor-faktor yang mendorong penulis untuk mem
bahas masalah ini, tujuan penulisan, batasan
masalah serta metode penelitian yang penulis

gunakan dalam skripsi ini.

: Tinjauvan umum Hak Cipta di Indonesia

D1 dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai
Ee jarah singkat hak cipta di Indonesia semasa
sebelum berlakunya Undang-Undang  Hak Cipta
maupun setelah berlakunya Undang-Undang Hak
Cipta, Dilanjutkan dengan pengertian, sifat
dan dasar hukum Hak Cipta dan juga ob jek, sub-
Jek dan macam-macam hak cipta, serta masa ber-
lekunya hak cipta dan sifat pendaftaran hak

cipta,

: Pelanggaran terhadap Hak Cipta pada karya Cip

ta di bldang musik dan penyelesaisan sengketa-
nya.

Dalam bab ini, penulis mengemukakan tentang
Jenis-jenis pelanggaran terhadap hak cipta pa
da kerya cipta di bidang musik dan tuntutan
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Bab IV

10

yang dapat diajukan terhadap pelangmaran Hak
Cipta pada karya cipta di bidang musik. Serta
penyelesaian sengketa pelanggeran terhadap
hak cipta pada karys cipta di bidang musik,
Penutup

Dalem bab penutup ini, penulis mengemukakan
Eimpulan dari pembahasan-pembahasan beb ter-
dahulu, yang diakhiri dengan memuat saran-
Earan sebapgal bahan masukan untuk kesempurna

an skripsi ini.
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CATATAN KAKI BAB I

l. Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna Me =
ngensi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang
Undang nomor & tahun 1982, tentang Hak Cipta pada bulan

Juni 1987.
2. Jawa Pos, Tanggal 7 Desember 1986, Halaman 1
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BAB 1I
TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DI INDONESIA

11.1, Sejarah singkat Hak Cipta di Indonesia.

| Sejaerah perkembangan hak cipta di Indonesia pada ga-
ris besarnya dapat dibagl dalam dus maaﬁ. Kedua masa 1itu
mempunyal sifat dan corak yang berbeda., Hal ini ditentu -
kan oleh kondisi sosial, politik,sesuai dengan garis ke-=
bl jaksanaan pemerintah yang ' ada. Kedua masa itu ada

lah sebagal berikut :
A. Masa sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

B. Masa sesudah berlsgkunya Undang-Undang Hak Cipta,
II.1.A. Masa sebelum berlskunya Undang-Undang Hak Cipta,

Pada mssa ini, hak cipta belum banyak dipersoalkan,
Hal ini disebabkan kondisi sosial politik negara kita pa-
da waktu itu yang kehidupan kenegarsannya dikendalikan di
bawah pemerintah penjajah. Jadi dapat disimpulkan bahwa se
Esla yang berhubungan dengan penyelenggareman roda pemerins=
tahan negara pada umumnya dan pemanfaatan hak cipta,masih
digunakan oleh golongan kecil yaitu golongan eropa atau go
léngan yang dipersamakan dengan golongan eropa pada waktu
itu, Karena keadaan rakyat Indonesia pada umumnya di bi-
dang sosisl kulturil masih sangat lemah, maka kurangnya mi
nat dari rakyat Indonesia dalem hal memperhatikan masalah
hak cipta pada masa tersebut, disebabksan cleh karena pada
masa penjajahan, bangsa Indonesia mencurahkan segala per-

hatisnnya pade pergerakan kemerdekaan bangsa YENE Bemens :
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tara berkobar diseluruh penjuru tanah sir, untuk membang-
kitkan semangat nasionalisme dikalangan rakyat yang ber-
tujuan untuk menumpas segnla bentuk penjajahan,
Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia berada
dalam penguasan kolonial Pelanda selama tiga setengah a-
bad, Sehlngga Ramdlon Naning mengatskan bahwa :
Dalam kurun waktu tersebut masalah pengembangan ilmu,
senl dan budaya yang ada hak ciptanya berdasarkan ra
da Auteurswet 1912, Staatsblad tahun 1912 nomor 600,
yang dinyatakan berlaku di Hindia Relanda, Sekalipun
secara formal perlindungan hak cipta serta segala pe
manfaatannya dijamin dalem Auteurswet, namun resliga

sinya ?itEngah masyarakat tidak diperoleh kepastian-
nya. 1

Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pemerintah penjajah
selalu cenderung menguasai segala aspek kehidupan masya-
rakat jajahannya. Karena hak cipta menyanghkut pengembang-
an nilai~nilai sosial budaya yang dapat mengancam keduduk
annya sebagai penjajah, oleh karena itu hal tersebut di-
abaikan, kalaupun itu hanya sekedar kedok belaka yang ber-
nilai politis,

Induneaia'&tsu Hindia Pelanda (menurut sebutannya pa
damasa itu)} sebagal daerah jajahan dari pemerintah Belanda
kedudukannya dalam hubungan internasional senantiasa di-
tentukan oleh dan tergantung daripada negara penjamjah 1tu
sendiri, balk dalam lapangan perekonomian maupun dalam la
pangan politik, dan demikian pula dalam lapangan hukum dan
hak cip;a. Ketika negeri Pelanda menandatangaeni Konvensi
Bern, maka Hindie Belanda sebagsi daerah Jajahannys diikut
sertakan, yaitu pada tanggal 1 April 1913 (Staatsblad 1914
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nomor 797 ). Kemudian Konvensi Pern tersobut ditlnjou Lem-

ball di Powa pada tangpgal 2 Juni 19228 dau poninjousn kem-
bali ini herlaku untuk Hindlia Pelanda padn tanegal 1 Arus-
tus 1931 (Staabsblad 1431 aomcr 325), yang menurut oleh pa-
kar JI0T, Simoranskir menwyolakan bohea

wonvenst Fern 1920, borlsbu bopl Mindig Melandsa stau

Indonesia sehagei jojohan Telanda dalam hubunpan do-

ngan dunia interngsiconal monpgenad halt cipta pads zn-

man penjajaban Pelanda, 2)

Jadl secara formal perlindungsy hall eipta nada wesa ponja-
Jalian Felanda diabur dalam putenrswet tobun 1972 ong di-
nyatakan berlalke pada tanpgal 23 Seplember 1912,

Pada wakilu tentara Joepans wenduduki Indoen-sia melaln
berhodopan dengan berbogad kenclul perang, nclin donFan sop-
dirinya Jepang tidak herkesemroban tembennhi wosalsh hals
cipta di Indonesia, Remdlon Mending mengrambarlian keadnan
kKetikp itu sebhagei Lerilul

Lalam pendudukan Jepeng, ha eipha di indoncsin bor-

ada dalam Readaan strtus cun, “chapai honscluensi po-

rerangan, peamerintab Tepeng tidaolh herkeoomroton  one-
tulc mengurus dan men:ta purkesbancon dengen mosalah

hal cipta Ltuw, 3)

Fada masa ilu, maka bagi ponelntp atau pemersans hali cipta
terbuks womunghinan dirugikon cleh pembojal:, Cleh  larena
tidak adrnya perhatian pen:gnoea, hohws aelkali pan il tha
Autevrswet 1012 diberlglulan -ecara positifl, holi=-hok poen-
cipbas Lebap tidak mendapal Jevinan hulum yone  mamiasian
bila teriadi wvelangparon-jpolangraran hak cipts mercloa,

Apabila hita perhatiken sejorsh pevlepbancan babk :dnta dd
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Induncsiog bail pode waso ponjsJobon Telsnda nevpun pnda
Masa pendajaban Jepang, relka clepat ponnlis Vatatan, hahwa
pada dassrnya masalah perlindun~an halt einla Belum pende..
peb prrhatian sehasnivenz layaknva,

fejae tangsal 17 ppnotus 1945, Fita telsh men jodl
bengsa yang merdeka, Lersstn don herdanlst, fkan tetnpi,
Tada sort itu banyvak adanpg="dang dan peratvren produo'-si
Taman menjo jahan Telonda Lelap herlelu, roponisng Lidalk
bertuntoncan denrcen "ndavgz=Tndanr Daser 1045 (dan Lkeponti-
nran negare, Fal ini diewapgkdnksn Larena aturan peraddhan
resnl T1 Mdanp-tUndanrm Dasar 17,5 yanr, mungtaphion 1

ferala Pedan neposra dan peralnron yvanrs pds mnsih hop-

Jaku, neloma helum diada an yong barn pennpent ndenp-
ndang Dasar ini. .
Selarjutnra untul wenesastan berlahnnye pemnd tercetnt, ma-
ha ditetapkan Peronturan Treslicn nymor 2 Fahun 1745 tertanp-
gel 1C Dhtoter 1945, yanc di Zalpm pasal 1 menycloilan
Zesnle Badan-baden nemarsz den rergluran-neraturan yangp
ada seupail terdirvings no-ars Tepnblik Indonesin pada
tangpal 17 fpnstus 124, =malaug halum diadalan yang
bary menurut Undang-"'ndsee Tassr, waoill berlakFu nael
sade Tidok berlentanzan lenran Undang- - Muta~y De=ar
tersebut, &)
Nalam kenyabeprnya (odas Saat 1ty neggara Tndeneceis pp-
il bolum mempinmy o Wodan=In iane Mak Cintes rang borsgifat
nosioral, ralta Matewrsve! 1217 dinvetslan cnsdh herd aku,
Yeng dipabisi seboped Loineon Thdans=Mrdang: Wal ripts Ai-

Tidomesia rate® pon Cootkpe s sopead tiabu]l N osonesn lie

B delum mesara Yong lors se o memprobileeiikon Lemerdelkann-

nya,
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Universitas ldayana Bali, Selanjutnya pada tshun 1976 itu
Menteri Kehakiman membentuk panitia interdepartemental un
tuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang hak cipta ,
yang anggotanya terdiri atas Departemen Penerangan, Depar
temen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Peridustrian,
Mahlkamah Agung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta
Departemen Kehakiman sendiri, Dari hasil kepanitian ini
pada tahun 1977 berhasil dirumuskan suatu Rancangan Undang
Undaeng tentang hak cipta. Setelah mengalami beberapa kali
penyempurnaan, akhirnya oleh Presiden diajukannya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan,
11.1.B. Masa sesudah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam rangka pembangunan nasional, dibutuhkan iklim
yang mampu merangsang gairah bangsa Indonesia untuk meng-
hasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan
sastra, sebab hanya dengan adanya perlindungan hultum maw
musskan terhadap hak cipta dapat diharapkan tumbuh dan ber
kembang gairah untuk berkarya dan menciptakan sesuatu,

Alkhirnya pada tahun 1982 berhasil disahkannya suatu
Undang-Undang tentang hak cipta, yaitu Undang=Undang Hak
Cipta nomor & tahun 1982, yang dimuat dalam Lembaran Nega-
ra tahun 1962 nomor 15, serta dalam Tambahan Lembaran Ne-
gara nomor 3217, Sejak saat ini bangsa Indonesla memiliki
Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi karya
cipta yang bersifat nasional,

5ejak beberapa tahun terathir ini, setelah diundang=
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kannya Undeng-Undang Hak Cipta tahun 1982, kian sering ter
Jadi pelanggaran di bidang hak cipta, Latar belakang ter
jadinya pelanggaran hak cipta adalah untuk mencari  ke-
untungan finansial saca;a cepat dengan ﬁeng&haikan kepen=
tingan para pencipta atau pemegang hak cipta,

Dempak pelanggaran hak c¢ipta dapat merusak tatanan
kehidupan bangsa di bidang ekonomi, sosial budaya Juga
hukum, Dan akibat pelanggaran hak cipta terhadap pencipta
adalah semskin tidaek menimbulkan gairah, dan .dikalangan
masyarakat konsumen semakin timbul sikap acuh tak acuh 1la
gl terhadap hasil pelanggaran hak cipta. Karena tidak di-
rasakannyes sanksl terhadap pelanggaran ini,timbullah =si-
kap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang blasa dan
tidak lagl merupakan tindakan pelanggaran hukum, kendati
negara kita sdalah negara yang berdasarkan hukum.,

Karena terjadi berbagal ragam Pelanggaran yang her-
kembang dalam masyarakat, yang dilaporkan oleh para pen-
cipta/PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Mu
elk Rekaman Indonesia), IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesial,
ASIRI (Asosiasi Industri Hekaman Indonesia), PPFI (Per -
himpunan Pﬁrusahéan Film Indonesia), APNI {Asosiasi Per-
usahaan Nasional Informatika),

Bukan hanya karya cipta bangsa Indonesia yang men=-
Jadi sasaran pembajskan, tetapi yang lebih parah lagi ada
lah karya cipta luar negeri atau orang asing. Hal inilah

Yang mendorong pemerintah untuk memikirkan penyempurnaan
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berbagal ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Halt

Cipta tahun 1982, untuk memberi perlindungan hukum YEng

lebih memuaskan bagl pencipta atau pemegang hak cipta.

Menyadari hal itu, pemerintah membentuk suatu tim un
tuk menangani maealah-masalah hak milik intelektual ini.
Berdasarkan Kepres nomor 34 tahun 1986,Menteri Sekretaris
Negara Moerdiono ditunjuﬁ sebagal Ketua Tim., Sejsk diben-
tuk, tim ini sudah melakukan beberapa tugas penting, an-
tara lain :

l. mempelajari berbagai permasalahan dan kelemahan atau
kekurangan peraturan perundang-undangan di bldang Hak
Cipta, merta mendorong dipercepatnya perubahan Undang-
Undang nomor & tahun 1982 menjadi Undang-Undang nomor
Y tahun 1487.

24 mempercgpat penyelesaian penyusunan rancangan Undang-
Undang tentang Paten.

Pada tahun 1987, terciptalah Undang-Undang nomor 7
tahun 1987, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6
tahun 1982 mengenai hak cipta. Yang mulai berlaku tanggal
19 September 1987 (Lembaran Negara Republik Indonesia ta-
hun 1987 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia nomor 3362). Sebenarnya Undang-Undang nomor 7 tahun
1587 bukanlah merupakan Undang-Undang yang baru sama se-
kali, tetapl hanys merupakan perbalkan atau penyempurnaan
Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 yang disesuaikan dengan

tuntutan perkembangan zaman,
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Secara keeeluruhan, materi perubshan Undang- Undang
nomor 7 tahun 1987, tentang hak cipta pada dasarnya me-
nyangkut hal-hal sebagal berikut :

1. hal atau soal pemidanaan;

2., hal atau soal lingkup berlakunya Undang-lndang;

3. hal atau scal jangka waktu berlakunya hak cipta;

4. hal atau soal hubungan antar negara dan pemegang hak
cipta.

Susunan formil Undang-Undang {ak Cipta tahun 1987 ,
masih tetap sama dengan Undang-lUndang nomor & tahun 1982,
yaitu terdiri dari tujuh bab yang terurai dalam 49 pasal.
11.2. Pengertian dan sifat Hak Cipta

Bila kita ingin membehas sesuatu topik, maka seyogia
nya kita memahami pengertiannya, karena dengan adanya
pemahaman yang tepat mengenai pokok persoalan yang : akan
dibicarakan, akan mengarah kepada terciptanya pembahasan
yang logis,

Menurut pendapat WIPO (World Intellectual Froperty
Organization), suatu Badan Khusus Perserikatan Bangsa=-
Bangsa bahwa hak cipta atau copyrisht adalah . termasuk
dalam bagian dari Hak Milik Intelektual (Intellectual =
Property Rights) termasuk juga Industrial Property Rights
(kekayaan industri), Jang tergolong dalam Industrial
Property Rights, yaitu meliputi

8, hak paten;

b. hak merek dagang atau nama dagang;
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¢, desaln produk industri;
d, rahasia perdagangan;

e, kemanfaatan produk;

f. persaingan curang,

Apa yang terpapar di atns menurut Moerdiono, secara
umum di Indonesia dikenal dengan hak clpta, hak paten.dan
merek dagang., 5)

Di Indonesia sendirl sebelum memiliki Undang-Undang
Hak Cipta nomor 6 tahun 1982, istilah yang lebih dikenal
adalah Hak Pengarang, Istilah tersebut merupakan terjemah-
an darl bahasa Belanda Auteurs Recht,

Dalam perkembangannya ternyata istilah hak pengarang

dirasa mempersempit janglauan hak yang dicekupnya karena

- hanya menyangkut hak pengarang saja, Pads hal dalam arti

Yang luas, yang dimaksud dengan hak pengarang 1tu  tidalk
hanya mengensi hal karang-mengarang saja, tetapli juga me-
liputi karya-karya lain seperti lukisan, komposisi musik,
perencanaan bangunan dan sebagainya. Akhirnya pada bulan
Oktober 1951 ketika diselenggarakan Kongres Kebudayaan I1
di Bandung, dalam keputusannya berhasil diganti istilah
halk pengarang menjadi hak cipta,

Pengertian hak cipta, seringkali dicampur adukkan
dengan pengertian hak pengarang, yang selintas mempersem-
pit jangkauan hak yang dicakupnya. Karena seringnya ter-
jadl kekeliruan pengertian hek clpta, maka penulis akan

mengetengahkan beberapa rumusan pengertian yang diberikan
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Oleh beberapa sarjana dan rumussn pengertian yang diberi-
kan oleh Undang-Undang Hak Cipta.
Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa :

Hak Pengarang menurut pasal 1 Auteurewet 1917 ada-
lah hak seseorang pembikin suatu karangan perihal
kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian un-
tuk mengumumkan den memperbanysk karangan itu se-
dang orang lain tidak mempunyal hak itu, &)

Menurut ¢.C.T. Bimorangkir dan Iman 1'rijono, bahwa :

Hak Cipta adalah Hak tunggal daripada pencipta
atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas
hagll ciptsannya dalam lapangan kesusasteraan, pe-
ngetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan mem-
perbanyeknya, dengan mengingat pembatasan-pembatas
an yang ditentukan dalam Undang-Undang. 7)

Pada prinsipnya, H.A.K. Moch, Anwar mengatakan :

Halkk Cipta adalah hak pengarang, pembuat, pencipta,
rengubah di dalam lapangan kesusasteraan, ilmu
pPengetahuan atau kesenian atau menylarkan atau
memperbanyak buah karangan, gubahan atau ciptaan
itu, atau dengan singkat hak cipta adalah hak yang
diberlkan kepada para pencipta karya sastra dan
artistik yang meliputi bidang kesusasteraan, ilmu
pengetahuan dan kesenian bagaimanapun bentuknya.8)

Selanjutnya Hassan Pambudi, mengemukakan bahwa :

Hak Cipta (dalam bshasa Inggerisnya copyrights)ada
lah jaminan hukum yang diberikan kepada . pencipta
mengenal kewenangan atas karya yang diciptakan. 9)

AJip Rosidi, mengunghapkan bahwa :

Hak Cipta adalah hak yang semata-mata dimiliki oleh
pencipta atas ciptaannva. 10)

Auteurswet tahun 1912, pasal 1 berbunyi ;:

Hak Cipta adalah hak tunggal daripads pencipta
atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas
hasil ciptaannvya dalam lembaga kesusasteraan, 1lmu
pengetahuan atauw kesen’an untuk mengumumkan dan
memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pemnba
tasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. 11)
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Pasal V, Universal Copyright Convention, berbunyi :

Copyright shall include exclusive right of the
author to make, publish, and authorize the making
and publication of translation of works protected
under this Convention.
(Hak Cipta meliputi hak tunggal s1 pencipta untuk
membuat, menerbitkan den memberi kuasa untuk mem=
buat dan menerbitkan terjemahan darlipada karya
yang dilindungi perjanjian ini).

Fengertian hak cipta juga dapat dikemukakan dalam
Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, yaitu pasal 2 yang tak
Bedikitpun mengalami perubshan dengan lahirnya Undang=-
Undang nomor 7 tahun 1987, ketentuan tersebut berbunyi :

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun

Penerima hak untuk mengumumican atau memperbanyak

ciptaannya maupun memberi izin  untuk ity dengan

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana telah
disebutkan di etas, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian-
hak cipta ditekankan pada hak cipta atau pemberi hak cip-
ta yang sah untuk berbuat sesuatuy terhadap hasil ciptaan-
nya, misalnya mengumumkan atau memperbanyak sehingga de-
ngan adanya hak khusus tersebut dimaksudkan agar tidak
ada orang lain yang dapat memanfaatken hak tersebut tanpa
seizin dari penciptanva terlebih dahulu, Adapun ciptaan
Yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 men=
cakup ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra,

Yang dimaksud dengan pencipta, menurut pasal 1 sub g
Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 :

FPencipta adalah seorang atau beberapa orang secars
bersama-sama yang atas Inspirasinya lahir suatu
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ciptaan berdasarkan lkemampuan pikiran, imajinasi,

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang di=-
tuangkan dalem bentuk yang khas dan bersifat pri-

badi,

Fencipta itu harus menciptakan sesuatu karya yang
asli dalam arti tidak meniru atau menjiplak  hasil karya
~urang lain.

Pasal 1 sub b dari Undang-Undang Hak Cipta 1987 men=
Jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemegang hak cipta

adalah sebagai berikut :
Femegang hak cipta adalah pencipta sebagal pemi-
lik hak cipta, atau orang yang menerima hak ter-
sebul dari pencipta, atau oreng lain yang mene-
rima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas,

Femegang hak cipta ini, bisa orang PETrOrangan maupun
badan hukum yang menerima hak dari pemilik hal cipta. De=
mikian pula dengan orang perseorangan atau badan hukum ke-
mudian menerimanya dari pihak yang telsh menerima ter-
lebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Femegang hak cipta dapat dibedalkan atas :
1. pemegang hak cipta asli (orisinil):
2. pemegang hak cipta turunan (derivatif).

Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penclipta-
nya dipegang oleh negara, Hal ini secara tegas diatur da-
lam pasal 10 Undang-ﬂndéng Hak Cipta tahun 1987 :

(1) negara memegang hak cipta atas karya reningga-
lan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya na-
slonal lainnya;

(2)a. hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik ber

sama, seperti cerita, hikayat, dongeng,legenda
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi,



26

tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipeli-
hara dan dilindungli oleh negara: -

b.negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut
pada ayat (2)a terhadap luar negeri:

r

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang di

pegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini diatur lebih lanjut denpgan Peraturan
Pemerintah,

Khusus bagl ciptaan yang sama sekall tidak diketahui
Elapa penciptanya, maka negaralah sebagail pemegang hak
cipta atas ciptaan tersebut. Tetapli dikemudian hari ada
Pihak yang dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau
ditemukan penciptanya, maka negara akan menyerahkan kem-
bali hak cipta tersebut kepada yang berhak,

Herdagarkan beberapa pengertian sebagaimana telah di-
eebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian
hak c¢ipta ditekankan pada hak cipta atau pemberi hak cip-
ta yang sah untuk berbuat sesuatu terhadap hasil ciptaan-
nya, misalnya mengumumkan atau memperbanyak, sehingga de=
ngan adanya hak khusus tersebut dimaksudkan agar tidak
ada orang lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa
selzin dari penciptanya terlebih dahulu. Adapun ciptaan
yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 men-

cakup ciptaan dalam 1lmu pengetahuan, seni dan sastra,

Pada pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) demikian

Juga pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, Dapat
disimpulkan bahwa hak cipta berfungei sebagal suamtu hak
milik yang bersifat kebendaan bagli pencipta dan mempunyai

B o)
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fungei sosial bagl masyarskat.

FPasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 1987, berbunyi :

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun
penerima hak untuk mergumumkan atau memperhany sl
cliptaannya maupun memeberi izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Timbulnya hak khusus ini, diungkapkan eleh BEOTaNng
palkkar mengenai hak cipta, J.C,T. Simorangkir, bahwa :

seseorang pencipta telah menghasilkan suatu cipta-
an yang sudah merupakan suatu kesatuan nyata Yang
memungkinkan perbanyskan karya itu, maka pada sa-
at itu ia sudah mempunyai hak cipta atas ciptaan-
nya. 11)

Hak cipta merupakan hak khusus karens hanya diberi-
kan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbany ak-
nya sendiri, dan melarang opang lain melakulkan hak itu ke-
cualil atas izinnyz selaku pemilik hak cipta, atau orang
yang menerima hak dari pencipla tersebut. Karena kandung-
an seperti itulah, hak cipta ceringkali dikatakan Bebagai
hak yang eksklueif atau istimewa sifatnya. Sekalipun hak
tersebut bersifat ekeklusif atau istimewa, tetapl  peng-
gunaannya bukanlah tanpa batae sama sekali,

Seperti hak milik lainnya, hak cipta juga ditunduk-
kan pada kepentingan Yang lebih luas. Secara umumnya Hak
cipta atas karya ciptasan tertentu yang dinilei perlu demi
kepentingan umum dibatasl penggunaannnya sehingga terda-
pat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu
dan kepentingan masyarakal, eebagaimana ditegaskan dalam

pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
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Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan
suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk  ber-
buat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedau-
latan sepenuhnya asal tidalk bersalahan dengan
Undang-Undang atau peraturan umum vang ditetap -
kan oleh suatu kekuasnan yang berhak menetapkan-
nya dan tidak menggunalkan hak-hak orang lain ke-
semuanya ltu denpgan tidak mengurangl kemungkinan
akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum
berdasarkanr atas ketentuan Undang-Undang pemba=
yaran ganti rugi.

Mengenal kedudukan hak cipta sudah pula dit=tapkan

oleh Undang-Undang Hak Cipta 1987, bahwa hak cipta diang=-

Eap sebagal benda bergerak (pasal 3 ayat 1), Sebagal ben-

da bergerak, hak clpta dapat beralih atau dialihkan baik

seluruhnya meupun sebagian karena :

1.
=

s

secara otomatis, misalnya melalui pewarisan;
terjadi atas kehendak pencipta, misalnya melalni
hibah atau wasiat;

terjadi karena dikehendaki oleh negara, misalnya de-
ngan alasan untuk kepentingan nasional;

terjadi karena adanya perjanjlan antara pencipta de
ngan pihek lain yang oleh Undang-lUndang ditetapkan
harus dilakukan dengan akta, misalnya perjanjian an-

tara pengarang dan penerbit,

Pengalihan halk cipta ates suatu ciptaan kepada sese=

Orang atau sesuatu badan, tidak berarti bahwa penciptanya

maupun pemegang hak cipta sama sekali sudah tidak memi-

1iki hak atas hasil ciptaannya. Pasal 41 Undang-Undang Hak

Cipta tahun 1987 memberi hak den kewenangan kepada P e

cipta atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi kepada
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orang atau badan selaku pemegang hak eipta, bilamana tan-
Pa persetujuannysa melakukan pelanggaran di bidang hak cip-
ta,

Pasel 41 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 . ber-
bunyi sebagai berikut :

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada

orang atau badan lain tidak mengurangi hak pen-

cipta atau ahli warisnya untuk menuntut sege-

orang yang tanpa persetujuannya :

&, meniadakan nama pencipta Yang tercantum pada
ciptaan itu;

b, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

¢, menggantl atau mengubesh judul ciptaan itug

d. mengubah isi ciptaan itu,

Mesklpun pencipta telah menjual ciptaannya dan telah
pula menyerahltan kepada orang laln atau badan hukum tapi
pencipta atau ahli warisnya masih tetap memperoleh per-
Lindungan hukum,

Perpindahan hak cipta tidak boleh dilakukan secara
lisan, melasinkan harus dilakukan melalui akta, baik me-
lalui akta otentik maupun melalui alkta di bawah tangan,

Soedikno Mertokusumo, mengungkapkan bahwa yang  di-
maksud dengan akte otentik adalah :

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewe =
nang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan mau
pun tanpa bantuan dari yang berkentingan, yang
mencatat apa yang dimintakan untuk dimust di-
dalamnya oleh yang berkentingan, 12)

Pasal 1868 KUHPerdata berbymyi sebagal berikut :

Akta otentik ialah suatu akta Yang didalam beubuk
Yang ditentukan ocleh Undang-Undang, dibuat oleh
atau dihadapan pegawali-pegawai umum yang  herkye.
asa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya,
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Akta otentik sebapgai alat bukti dalam senpketa  hak
cipta, memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Achmad Ali, mengemukakan bahwa :
Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pem=
buktian vang member! kepastian yang cukup kepada
halkkim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan,

sehingga halkim kemudian altan memberi akibat hu-
kumnya, 13)

Selanjutnya, Achmad Ali berpendapat bahwa :
Diberikannya bagl akta otentik suatu kekuatan
pembuktian EemEurna adalah logis, mEn%ingat bah=
wa akta otentik 1tu melibatkan pe jaba yang di-
beri wewenang untuk itu, dimana pejabat tersebut
terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dal am
Undang-undang sehingga hal itu cukup menjadi ja-
minan dapat diparcayainya pejabat itu, 1L4)

Soedikno Mertokusumo, memberi pengertian akta dibawah
tangan adalah :

Akta dibawah tangan adalah skta yang sengajas di-
buat untuk pembuktisn oleh rara plhek tanpa ban-
tuan dari seorang pejabat, 15)

Mcta dibawah tangen, baru memiliki kekuatan pembulcti-
an sempurna, bilamana tanda tangan yang tercantum dalam
akta tersebut diakui oleh para pihak yeng bertanda tangan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis simpul-
kan bahwa peranan akta dalam mengadakan pengalihan hak
cipta adalah sebagai alat bukti. Jadi akta dibuat re jak

Bemula dengan sengala untuk pembuktian di kemudian hari.

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ti=
dak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah sebagal
alat bukti, bilamana dikumudian hari terjadi sengketa me=

ngenai hak cipta,
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Sebagal hak milik yang bersifat khusus, maka di-
tetapkanlsah Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untulk;
a. mendorong dan melindungl penciptaan;

b, penyebarluasan hnsil kebudayaan di bidang kar-
Ya Ilmu pengetahuan, seni dan sastra;

€. mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan
bangsa dalam wahana negara Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-lindang Dasar
tahun 1945,

Karyas cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra
sangat menunjang kemajuan masyarakat. Karena itu haruslsh
disebarluaskan dengan tetap memperhatikan kegeimbangan da-
lam melindmngli pencipta,

Diharapkan karya cipta di bidang ilmu . pengetahuan,
seni dan sastra alkan meningkat, baik kuantitas maupun
kualitesnya. Sehingga dapat menambah bahan kepustakaan ka-
langan masyarakat, yang dapat menimbulkan minat dan Ea=
irah masyarakat, khususnya demi meningkatkan kecerdasan
bangsa menuju cita-cita nasional,

Fenegasan mengenal hal cipta bersifat pribadi dan
manunggal dengan diri penciptanya tercantum dalam pasal §
Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 :

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian
pula hek cipta yang tidak diumumkan yang setelah
penciptanys meninggal dunia men jadi milik ahli

warienys atau penerima wasiat, tidak dapat di-
gita,
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I11.5. Subjek dan objek Hak Cipta

Mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta, dalam
pasal 1 (a) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 menegaskan
pengertiannya sebagai berikulb :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang se-
cara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir
suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,ima-
Jinasi, kecekatan, ketramjtlan atau lkenhlian
yang dituangkan dalam bentuk yang khae dan ber-
sifat pribadi,

Dengan demikian jelaslah bahwa pencipta adalah ge=
bagai subjek dari hak cipta, termasuk dalam pengertian 1-
ni adalah orang yang merancang, tetapi diwujudkan aleh
orang lain dibawah pimpinan pengavasannya. Dalam hal ini
orang yeng memiliki rancengan atau Eagasan itulah yang di-
anggep sebagal pencipta atau subjek hak cipta.

Dalam suatu hasil ciptaan biasanya secara jelas di-
sebullian penciptanya, namun ada kalanya juga tidak di-
sebulkan atau tidak sda pemberitahuannya, seperti ceramah
Yang tidak tertulis, maka dalsm hal ini orang yang  ber-
ceramah itulah yang dianpggap sebagni penciptanya, kecuali
terbulkti sebaliknya, hal ini dapat dilihat dalam pasal 5
ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta 1987.

Demikian pula kadang-kadang dalam suatu hasil cipta=-
an yang diterbitkan merupakan suatu kerjasama antara be-
berapa orang pencipta, dimana bagian dari masing - masing

pencipta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya,

maka dengan tidak mengurangli hak cipta atas . cliptaan.



L s N T

Al e e e

o ey BT

35

masing-masing yang dianggap sebagal pencipta ialah orang
yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh  cip-
taan itu, atau jika tidak ada orang tersebut, orang vang
menghimpun segale hasil ciptaan tersebut, hal ini dapat
dilihat dalam pasal 6 Undang-lndang Hak cipta tahun 1987,

Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta
tahun 1987 disebutkan suatu ciptaan dihasilkan oleh serae
orang dalam hubungan dinas dengan pihalk lain dalsm ling=-
kungan peker jaannya, maksudnya disini bahwa pencipta ﬁtau
Seorang yang menghasilkan karya cipta tersebut adalah se-
Orang pegawal negeri yang bekerja bagi instansinya, maka
Undang-Undang menetapkan pihak yang untuk dan dalam di-
nasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta ,
artinya atas ciptaan yang diciptakan oleh seorang pegawal
negeri tersebut hak ciptanya ada pada dinasnya, yaitu ins-
tansi dimana orang tersebut bekerja, kecuali . nda  nere
janjian lain antars kedua belah pihak,

Jika seseorang menghasilkan suatu ciptaan yang di-
buat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam ling=-
kungan kerjanya, dalam hal ini hubungan kerja oleh Undang
Undang Hak Cipta 1987 dimaksudian sebagal hubunpgan kar=
yawan dengan lembaga swasta, maka karyawan atau orang ter-
sebutlah yang diangpgap sebagai pencipta, kecuali ada per-
janjian 1ain; hal ini ditegaskan dalam pasal & ayat ? un-
dang=-Undang Hak Cipta tzhun 1987,

Suatu badan hulkum dapat juga dikatakan sebagadl pen=-
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cipta manakala badan hukum Lersebut mangunumkan swatu cip-
taan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan nams
Beseorang sebagal penciptanya, kecuali jika dibuktikan
sebaliknya, hal ini terdapat dolam pasal 9 Undang- Undang
Hak Cipta talun 1987,

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 ini disamping mem-
berikan perlindungan terhadap semus jenis cilptaan warga
negara Indonesia dengan tidalk memandang tempat dimana cip-
taan tersebut diumumkan untuk pertama kalinya, Jjuga mem-
berikan perlindungan terhadap ciplaan warga negara asing
Yang untul periama kalinya divmumkan di Indenesia, namun
tidak berlaku terhadap ciptaan orang asing yang pernah di-
umumkan di luar negeri. Penegssan ini tercantum dalam pen-
Jelasan pasal 48 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1387,

Fertanyaan yang biasanya menyusul adalah kapan sese-
orang dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, Kecuali
terbukti sebaliknya, seorang dianggap sebagai reeciptn
apabila orang yang bersangkutan :

1, disebut dalam atau pada ciptaan, atau memang
diumumkan sebagai penciptanya: atau
2. namanya terdaftar sebagal pencipta,

Dengan uralan di atas, kiranya perlu pula di jelaskan
mekna pengertian kata "kecuali terbukti sebaliknya", Kata
kata tersebut mengandung arti, bahwa bilamana - dikemudian
hari ada orang lain yang dapal membultikan bahwa dialah

yang sebenarnya mencipta, maks anggspan yang pertama akan
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gugur, Tentunya yang akan memastikan kebenaran  tersabunt

adalah pihak pengadilan,, Instansi inilah yang akan me-

nentukan siapa sesungguhnya telah mencipta, dan karenanya
berhak disebut sebagai pencipta,
Menurut Undang-undang Hak Cipta tahun 1987 pasal 1

(b) adalah hasil setisap karya pencipta dalam bentuk yang

khas apa pun Juga dalam lapangan ilmu, senl dan sastra,

Jika hal tersebut kita hubungkan dengan pasal 11 (1)

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, maka pasal tersebut

menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ciptaan-cip-

taan dalam lapangan ilmu, seni dan sastra yaltu sebagai
berikut :

n. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis la-
innya;

b, ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;

€. pertunjukan seperti musik, lkarawitan, drama,
tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran
antara lain : untuk media radio, televisi,dan
film serta karya rekaman video;

d. ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau
musik dengan atau tanpa teks, dan karya re-
kaman suara atau bunyi;

€., segala bentuk seni rupa seperti seni lukis,
seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang
perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat(2);

f. seni batik;
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E. arsitektur;

h., peta;

1. sinematografi:

j. Totografi;

K. program komputer atau komputer program:

1. terjemahan, tafsir, saduran, dan  penyununan
bunga rampail.

Felaksanaan penter jemahan dan/atau perbanyskan cip=-
taan untuk kepentingan pendidikan, imu pengetahuan, pene-
litian dan pengembangannya diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 (Lenbaran Na=
gara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 1 dan . Tambahan
Lembaran lMegara Republik Indonesia nomor 3387),

Khusus mengenai ter Jemahan, tafsir, saduran dan pe=
nyusunan bunga rampai sekaligus melindungi dua subjek hal
atas ciptaan, yaitu :

1, pemilik atau pemegeng hak cipta asli;
2. penterjemah, penafeir atau pemegang hak cipta
turunan.

Fasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1967
berbunyi sebagai berikut :

Terjemahan, tafsir, ssaduran, perfilman, rekaman,
gubahan musik, himpunsn beberapa ciptaan dan la-
in-lain cara memperbaryak dalam bentuk mengubah
daripada ciptaan asli, dilindungi sebapai cipta=

an sendiri, dengan tidak mengurangi ° hak ripta
atas ciptaan aslinya.

Masih dilindunginya ciptaun asli, karena ciptaan asg-
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asli merupakan dasar bagi adanya terjemahan, tafsiran dan
Baduran, sehingga J.C.T. Simorangkir mengungkapkan bahwa:

Hak cipta asli, yang nerupakan hak-hak atas cip=

taan atau karya asli, maka ciptaan yang merupa-

kan haesil pengolahan liasil ciptaan asll disebut

hak cipta saduran. 16}

Dengan tetap dilindunginya hak cipta asli, yang te-
lah diter jemahkan atau disadur, maka M, Hutaurui berpen-
dapat bahwa :

Tanpa ciptaan yang asli itu tidak akan memun g-

kinkan ter jemahannya, dan seterusnya., Jadi betul

betul ada ketergantungan pada ciptaasn asli idtu,

Tidaklah mengherankan bahwa hak cipta mereka ini

berstatus tingkat dua, namun tetap berdiri, 17)

Secara yurudis, baik hak cipta asli maupun hak cipta
turunan dianggap sebagal benda bergerak, Tetapli bila di-
lihat eifatnya termasuk benda tak berwu jud,

Pasal 12 Undang-Undang Hak: Cipta tahun 1987,berbunyi
sebagai berikut :

Tidak ada hak cipta atas :

8. haeil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara
dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Kons-
titusional lainnya;

b, Peraturan perundang-undangan:

€. putusan pengadilan dan penetapan hakim;

d. pidato kenegaraan ran pidato pe jabat pemerin-
Eah;

2. keputusan badan arhitrase.

.Jadi dapat disimpulkan baliva setiap orang berhak un-

tuk memperbanyak, mengumumlkan dan menyiarkan ciptaan yang
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disebutkan dalam pPasal 12 tersaebut di atas, tanpa perlu
diminta izin,
Tidak dianggap sebagal pelanggaran hak cipta adalah:

8. PEngUrYmMen dan persanyalkan dari lambang -

gara dan lagu kebaugsaan menurut sifat asli;

b. pengumuman dan perbanyakan dari segala sesu-

atu yang diumumken oleh atau atas nama peme=
rintah, kecuali apabila hak cipta itu dinya -
tekan dilindungi baik dengan peraturan perun-
dang-undangan maupun dengan pernyataan  pada
pencipta itu sendiri atau ketika ciptasn itu
diumumkan;

€. pengambilan, baik seluruhnya maupun : sekagian

berita dari kantor berita, badan pen*iar ra-
dio atau televisi Jan surat kabar setelah la-
manya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat )
terhitung dari saat penguzrminan pertama berita
itu dan sumbernya harus disebut secara leng-
kap. : .

Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 ,menegas=

kan bahwg :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut BE-
cara lengkap, maka tidak dianggap sebapgai - pelanggaran
hak cipta :

a. pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak

banyaknya 10% (sepaluh persen) dari satuan
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Yang bulat tiap ¢iptaan yang dikutip sebagai
bahan untuk meaguraikan masalah yang dikemu-
kaltan;
pengambilan ciptaan Pihak lain baik seluruh-
n¥a mauvpun sebagian guna keperluan pembelaan,
di dalam dan di luar pengadilan;
pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh-
nya maupun sebagian guna keperluan :

1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan ,

rendidikan dan ilmu pengetahuan;
2. pertunjukan atau pementasan Yang tidak
dipungut bayaran, .

perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu,
seni dan sastra dalam huruf braile guna ke-
perluan tuna netra, kecuali jika perbanyskan
itu bersifat komersial;
perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas de=-
ngan fotokopi atau proses Yyang serupa oleh
perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan
atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang
non komersial semata-mata untuk keperluan ak-
tivitasnya;
rembuatan salinan cadangan suatu program lkome
puter atau komputer program oleh pemilik pro-
grem komputer atau komputer program Yang di-

lakukan semata-mata untuk digunakan sendiri,
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Dalam kategori tidak adg pelanggaran hak cipta,dapat
pula dimasukkan ciptaan-ciptaan yang sudah - lewat maea

berlakunya, asal tetap mencantumkan nama penciptanya.

Il.4. Macam-macam Halk Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 pada pasal 1 (c),
istilah ciptaan diberi arti : hasil setiap karya pencipta
dalam bentuk khas apa pun jugs dalam lapangan ilmu, eeni
dan sastra,

Sesual dengan ketentuan tersebut, maka pasal 11 ayat
(1) Undang-undang Hak Cipta tahun 1987, merinci ketiga bi-
dang tersebut, Sejalan ketentuan di atas, Gatot Supramono
mengatakan bahwa :

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 menganut sis-
tem terbatas dalam melindungi karya cipta sese-
orang. 18)

Yang iermasuk ketiga bidang tersebut di dalam pasal
11 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yaitu :
a. buku, pamflet dan semus karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya:
¢. pertunjukan seperti musik, karawitan, drama,
ta;i, pewayangan, pantomim dan karya siaran
aniara lain untuk media radio, televisi dan
film serta karya rekeman video;
d., ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau
mueik dengan atau tanpa teks dan karya reka-
man suara atau bunyi;

e. segala bentuk seni rupa seperti seni  lukis,




& T e

e ks Ceam

i B

L F
Pl B

e e W

ek B LS ol o

[ s AT S e

L1

seni pahat, geni paturg, dan kaligrari yang per-
lindungannya diatur dulam pasal 10 ayat (2):

f. senl batik;

E. aresitektur;

h. peta;

1. sinematograri;

I. futﬂgrafi;

K. program komputer dan kemputer program:

1. terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bu-
nga rempai,

Selain itu Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 juga
melindungl karya SeEe0orang yanp berupa pengolahan  lebih
lanjut dard ciptaan aslinya, sebab bentuk pengolahan ini
dipandang merupakan suatu clptaan baru dan tersendiri,ya-
ng sudah lain dari ciptaan aslinya, Hal tersebut dapat di-
lihat pada pasal 11 ayat (2) Urdang-Undang Hak Cipta ta-
hun 1987 yaitu

terjemshan,tafsir, saduran, perfilm, relaman,

gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan la-
in-lain cara memperbanysk dalam bentuk mengubah

daripada ciptaan asl:i, dilindungi sebagai cip-

taan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak

eipta atas ciptaan aslinya.

Himpunan beberapa ciptaan sebagaimana yang lazim disehut

bunga rampai, potpori ensiklopedia, termasuk dalam pe=-

ngerian di atas.,
FPerlindungan ciptaan sebapsimana diuraikan di atae

Juga berlaku bagi semua ciptaan yang tidak atau belum di- -
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umumkalry ekan t?tapi Budah merupakan suatu bentuyl kesatu-
tuan yang nyata, yang memungkinican perbanyakan hasil kar-
ya ituy Depat dilihat pada pasal 11 ayat (3). Dalam . hal
inl dimaksudkan sketea atan manuskrip dan yang EEMacam
itu sudah merupskan suatu kesatuan Yang lengkap walnaupun
belum diumumlcan,

11.5, Masa berlakunya ok Uipta dan mifat pendaftaran Hak

Cipta,

Ketentuan mengenai masa berlakunya Nak Cipta diatar
dal am Undang-Undang nal Cipka 1ahun 1987 dalam Bab 1T ﬁfﬂ
Yang terdiri dari tiga pasal yritu pasal 26, 27 dan 28.

Dalem mengatur masa berlakunya hak cipta, ndang-1mn-
dang Hak Cipta tahun 1087 tidak menyemaratakan pa? e jenp
membeda-tedakan, Perbedaan mass berlakunya didasarkan e
pada sitet ciptaan dan pengaruli waltu,

Unbulk karya cipta yan;; sifatnya asli atsu arisinil X
rerlindungan hulkumnya berlakn zelsma hidup pencipta dan
terus herlanjut sampal denigan ™0 tahun setelah 1eipta
meningral dunia. Karya cipta ini meliputi -

a. bulku, pamflet rlan remua karya tulis lainnya;

b. seni tari {(korsogreafi);

c¢. segala bentuk rm2ni rups eeperti seni  l-kig,
gseni pahat, dan seni patung; |

d. seni batik;

e, ciptasn lagu atau nmusik dengan atan tanpa telks

f. karya arsitektur,
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Hengenal alasan penstapan masa berlakunya haik cipta
asli atau orisinil yang demikian lamg itu, Undang- Undang
tidak memberikan penjelasan,

Untuk karya cipta yang sifatnya tiruan atany deri=-
vatip berlaku selama 20 tahun, meliputi hak cipta atas
ciptaan :

a. karya pertunjukan seperti musik, kkarawitan
drama, tari, pewayangan, pantemim dan  karya
Slaran antara lain untuk media radio,televisi
dan film serta karya rekaman video;

b, ceramah, luliah, pidato dan sebagainya;

c. peta;

d. karya sinematografi;

e. karya rekaman suara atau bunyi:

f. terjemahan, dan tafsir,

 Terhadap karya cipta yang kualitasnya tidak begitu
tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun, me=
liputi hak cipta atas ciptaan :

8. karya fotographi;

b, program kompuier atau komputer program;

¢, saduran dan penyusunan bunga rampai.

ketentuan tersebut di atas merupakan jangka waktu hak cip-
ta untuk perorangan. sedangkan ciptaan yang dimiliki oleh
badan hukum baik yang bersifat orisinil mauwpun derivatip,

janpgka waktu berlakunya selama 50 tahun,
Semua jangka waktu berlakunya hak cipta dihitung se-

e T aas - g
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sejak ciptaan pertams kalg diumumken, Hal ini eesuai de-
ngan ketentuan mengenal jangka wakty yang tercermin pada
rasal 26 dan e7 UndanE-Undang Hak Cipta tahun 1987,

Dalam kenyataan, sering ditemul adanya karya cipta
yang berbentuk cerita bersambung atau buky yang berjilid-
Jilid, Karya cipta seperti ini tidak seragam waktu pENEer=
bitannya, Eehingga mempunyal perbedaan dalam penghitungan

tentang se jak kapan berlakunya hak cipta bersangkutan,

Sehubungan dengan hal itu, passl 28 Undang-Undang Hak

Cipta tahun 1987 mengaturnya sebagai berikut :

(1) Jangka waktu berlakunya hak cipta atas eip-
Laan yang diumumkan bagian demi bagian, di-
hitung mulai tanggal pengumuman bagian yang
terakhir,

(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunys hak
cipta dari ciptaan yang terdiri dari 2 (dua)
jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan
berita yang diumumkan secara tercetak dan
tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid a-
tau ikhtisar dan berita itu masing = masing
dianggap sebagal ciptaan tersendiri, =

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta tahun
1987 disebulkan bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam
hal sengketa mengenai hak cipta, dalam Undang-Undang ini

diadakan ketentnan-ketentuan mengenal pendaftaran ciptaan,

Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaranlciptaan da-
pat dilihat pada pasal 29 sampai dengan pasal 38 Undang-
Undang Hek Cipta tahun 1987, Pada pasal 29 ayat (1) Un-
dang-Undang Hak Tipta tahun 1987 menunjuk Departemen Ke-

hakiman sebagai penyelenggaranya dalam hal ini Kantor Di-

rektorat Jendral Hak Cipta,Paten dan Herek,

e e ———e
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Mengenai maksud pendaftaran tersebut dapat kita 11-
hat pasal 29 ayat(y) Yang berbunyi -

Ketentuan tentan
i & rendaftaran ayat(1l) tidak me-
Tupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta,

melihat ketentuan di atas, maka pendaftaran ciptaan
tidak mutlak harus dilakukan oleh yang bersangkutan, ka-
rena tanpa didaftarkan pun hak cipta tetap dilindungi hu-
kum, Apalagi pengumuman rertama suatu ciptaan diperlaku-
kan sama dengan pendaftaran, serta orang yang diesebut da-
lam ciptaan dianggap sebagai penciptanya.

Hal ini menunjukkan bahwa sifat rendaftaran ciptaan
adalah bersifat kebolehan atau fekultatip. Artinya orang
boleh mendaftarkan ciptaannya, boleh juga tidak mendaftar-
kan. Apabila tidak mendaftarkan, tidak ada sanksi hukum-
nya, Dengan sifat yang demikian, memang Undang=lindang Hak
Cipta tahun 1987 memberikan kebebasan masyarakat untuk me-
lakukan pendaftaran,

Menurut Lely MNiwan tentang pendaftaran Hak Cipta :

Fendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak

Cipta tidak bersifat konstitutif, maksudnya pen-
daftaran tidak menentukan keabsahan pemegang Hak

Cipta. 19)
Se jalan dengan pendapat tersebut di atas, dapat kita

simpulkan dari ketentuan pasal 5 ayat(l)Undang-Undang Hak

Cipta tahun 1987 yang berbunyi :
(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap

ai pencipta mdalah :
s?bggangpyang namanya terdaftar dalam daftar

umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang
pendaftaran pada Departemen Kehakiman

— -

——
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Bepertl yang dimakeud dalam
pasal 29,
b, orang yang namanya disebut  dalam ciptaan
kan sebagai rencipta pada suatu

Melalui interpretasi dapat kita katakan Yang dimak-

sud Undang-ﬂndang ialah bahwa meskipun namanya terdaftar
eebagai pencipta dalam daftar umum ciptaan namun tidak
mutlak dianggap sebagai pencipta ciptaan tersebut, atau
eebaliknya meskipun namanya tidek terdaftar dalam daftar
umum ciptaan, ia dapat dianggap sebagai pencipta ciptaan
tersebut, Asal saja dapat membuktikannya,

Jadi jelaslah bahwa pendaftaran Hak Cipta hanya ber-
sifat deklarator karena Undang-Undang Hak Cipta 1987 me-

ngakul adanya pencipta di luar daftar umum ciptaan,

e —
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BAB III

PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA DI BIDANG
MUSIK. DAN PENYELESATAN SENGKETANTA,

III1.1. Jenis-jenis pelanggaran Halk Cipta pada karya cipta
di bidang musik, '

Dapat dikatakan bahwa intensitas pelanggaran hak
cipta di bidang musik di Indonesia dari tahun ke tahun
berbanding lurus dengan perkembangan kemajuan di ‘bidang
teknologl audio dan rerekaman., Pelanggaran yang paling
membahayakan adalah yang selama ini lebih populer dengan
istilah pembajakan kaset. Semula pemba jakan berlangsung ,
dengan teknik perelkaman sederhana, sistem tape to tape,
menggunakan kaset bekas dan label yang mutu cetaknya bu-
ruk, tanpa sticker tanda lunas pajak. Lambat laun para

pemba jak juga menggunaskan teknologi canggih, Fenggandaan

- dilakukan dengan mesin high speed dan label dengan hasil

cetak semutu dengan label aslinya. Bahkan dilengkapl de-
ngan sticker yang adakalanya palsu dan ada pula sticker
asli, sehingga hasllnya leblh tepat dikatakan " aspal "
(asli tapi keadasannya palsu). Disinyalir perbandingan an-
tara kaset asli dengan kaset bajakan yang beredar di pa-
saran adalah 1:3 (satu banding tiga). 1)

Teknik lain yang belakangan juga menjamur dan banyak

peminatnya adalsh sistem "ketikan", dimana lagu-lagu yang

kita inginkan akan direkam oleh pembajak dalam sebuah

kaset,

—
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Asosiasi Industyry Rekaman Indonesig

bahwa se jak tahunp 1978 Ssampai sekarang
¥

(ASIRI) mencatat
I tidak kurang dari
enam ratus
) kasus pelanggaran hak cipta berupa pem=
bajakan sampal ke g -
P Efﬂﬂ rengadilan, Dari yang berhasil di-
tindak ternyat
vata sebaglan besar tuduhannya hanyalah pere
saingan curang, buken pelanggaran hak cipta,
Adapun
Apun mengenal jenis-jenis pelanggaran  hak cipta
d
i bidang musik, pada dasarnya berkisar dalam dua hal po-
kok antara lain -
1. dengan sengaja atau tanpa hak men gumumkan ,
memperbanyak, atau memberi izin untuk itu;
2, dengan senpgaja memamerksan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum sesustu ciptsan atau ba-
rang hasil pelanggaran hak cipta, 2)
Selanjutnya pengertian penpgumuman dan perbanyakan
dapat kita temui dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Halt
Cipta nomor 6 tahun 1982 berbunyi sebagal berikut :
Fengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyi-
aran atau penyebaran sesuatu cipltaan,dengan meng
. gunaksn alat apapun dan dengan cara sedemikian
rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dide-
ngar atau dilihat oleh orang lain,
Sedangkan pengertian perbanyakan ditentukan sebagai
berikut :

Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu cip-
taan, dengan pembuatan yang sama, hampir iy
atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggu-
nakan bahan-bahan yang sama maupun tldak —_—
termasuk mengelihwujudkan sesuatu ciptaan,

é

Suatu tindaksn atau kegiatan seseorang 1tw yang telah

e o
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."“rE Eu i ¥ u - B "
al dengan pasal 1 di atas, mala kegiotan pengumam

an berarti melakukan Pembacann, Penyunraan, penyiaran dan

penyebaran saatu coplapn,

Pembacaan suatu lugu meears teorilis dapat dilakukan
namun tidal lazinm berjadi. Yanp lazim dilakukan adalah pe
Nyuaraan, penyiaran serta renyeberan, Rrghatmialiegioban,
YELE dianggap penyuarean rdalsh membawakan sebuah lagu di
atie pentas misalnya. Suatu pertun jukan musik dapet diang
gap sebarail melaliulan Femintan provuaran sebual laru. Pailk
egecora hidup (live rer irmance) abay mengzunalzan kaset, pi
ringan hitam slou nlet adnnya (playback),

Berikut adalah co:.oh keplatan renvuarann @ Pertunju
kan di gedung kesenlan/Yelai/gedung biasa, pertun jukan di
restoran, club melom, 'ar don ge jenisnya, pertunjukan ter
bukka di pusat hiburen, pertunjukan di stadion hingga bis
kota, pemutaran kaset/bentuk mekanik lainnya untuk suatu
pementasan atau di pesaval Lerbang, sresbila kika hendak
Linggal landas, di dolgwm kereta ani otau transportasi la-
iunya bahlkan samapai di ¥C umum.

Serinpgkali istilah yang dipgunskan untuk Pak penyuaraan ini
adalah Performings Riglhl.,

Fagaimana dengan penyiarsn 7 kegiatan-hkegiatan ini,
dapat divapgl dalam dvua keloapok besar :

1, Tenviaran Radio;
renviaran Televiei, 4i dolamuya Lermasuk pula

-

fable "‘L*J,.L"Uiﬂiﬂll, Decoder Syalem dan l-ﬂihl'tjl"ﬂ..

e ——
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formings Right namup khusus untuk penylaran dipakai isti

lah Broadcasting Righis. fda saty lagl yang juga dapat di

anggap sebagal penyiapan Yakni, penyatuan musilk dengan gam

bar lkemudian disiarkanfditnyangkan di gedung-gedung bios-

*Op baik berupa "film maupun video, Hak atas keglatan ind
disebut Synchronization Mpghts,

Kegiatan memperbanyak rasanya lebih explisit dalam wu-
judnya. Menambah jumlah sesuatuy yang sama adalag kegiatan
memperbanyak, Suatu lagu sstelah dikemas oleh musilk iri-
hgan serta vokal yang rapih dapat diperbanyak dalam bentuk
kaset, piringan hitam, compact disc, laser disc, video dan
lain sebagainya. Istilah yang digunaltan untuk hak memper-
banyal adalah lechanical Right, |

Apakah lagu-lagu yang digunakan dalam keglatan Heng=
umumkan dan memperbanysak di atas mendapat izin dari pencip
ta lagunya bersanghkutan seat ini %

Mungkin sudah tersebar luss perita mengenal keharusan mem
bayar Royalty kepada para pencipta lagu yang lagunya di -
gunakan buat suatu kegiaten yang menghasilkan pemasukan u-
ang bagi si penyelenggara. Mamun banyak yang masih bertanya-
tanya mengenai bagaimsna pelalksanaannya. Sebenarnya untuk
mengatasi hal inilah didirikannya YKCI (Yayasan Karya Cip
ta Indonesia). yang mimpunyai tugas menerima llak Cipta la
gu dari pada pencipta lagu Indonesia maupun Barat, Kemu -

dian memperikan Lisensi (Planket Ticense) kepada pihak pe

S—
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T oy
=l ooy UndanE-Und&ng Hak Cipta nomor 7

1987 dan dilakukan Lerhadap bidang musik
sebagai tindakan Pelangea;

tahun
+ Hapat dikatakan

, An hak cipta bidang musik atau
pembajakan bidang musij,

Femba jakkan di bidang musik bukan merupakan masal ah

yang dapat diangrap ringan, Hal inj Juga telah disadari

ocleh para pembentulk Undang-Undang, terbukti dengan Mmeng=

klasifikasikan relangrraran hak cipta, termasulk pelanggar-
an hak cipta bidang musik, sebagai tindak pidana kejahate
an, sepertl ditegaslkan dalam pasal 46 Undang-Undang  Hak
Cipta nomor 7 tahun 1987 Yyang berbunyi " Tindak Pidana se-
bagaimana dimaksud dalam pasal ki adalah kejahatan ",

Dalam bahasan berikut ini akan dipaparkan lebih rin-
ci tentang pelanggaran hak cipta atas musik ke dalam dua
hal pokok yaitu :

1. pelanggaran hsk cipta atas musik yang berupa
duplikasi tanya izin pemegang hak cipta yang
bersanrkutan;

2. membuat karya cipta dengan lebih dari 10 (se-

puluh) prosen kemiripan dengan karya cipta

yang lebih dulu,

Dari butir (1) dapat dirinci sebagai berikut :

asi kaset tanpa izin yang ke-
kaset, yang beredar dipasaran
aget (sticker PTHi;i .
i tanpa 1zin Ya -
wasi-dupl Ikasi kaset
b. ﬂgfii*ﬁSnu"ﬂl raset, yang hered%T dipasaran
{F;Légmfi jenis asli tapi palsu/;

a. duplikasi-duplik
banyalkan berupa
tanpa bandrol k



e B

R AN TR LS

dalam kaset yang di=

d. rekaman-rej ﬁr&n (bukan seluruh isi Haﬁetﬂi
2 TrEkaman besanan Top Hit, d

diketik biasa, j? Sana op Hit, dengan labe

Butir (2) di atas dapat diklasifikasikan penjiplakan

Yang dlanggap hak cipta di bidang musik, adalah apablla

Bebuah komposicl musik atau lagu :

~ - 8. motif dan karakternya sama dengan motif dan

karakter komposisi musik/lagu yang sudsh ada/
diumumitan; dan/atau Z * T G

b, temanya sama dengan tema komposisi musikflagu.

yang sudah ada/diumumkan; dan/atau
C. struktur meledinya mengandung lebih dari 10%
(sepuluh persen) secara berturut-turut meleodi

asli komposisi musik/lagu yang sudah ada/ di-
umumkan; dan/atau

d. mempunyail kesamaan lebih dari 10% (sepuluh
parﬁeni Jjumlah ruas, secara berturut- turut
darli komposisi musik/lagu yang sudah ada/ di-
umumkan; dan/atau

€. liriknya lebih dari 10% (sepuluh persen) ge-
cara berturut-turut sama dengan lirik kompo=-
eiel musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, L)

Setelah kita mengetahui pelanggaran hak cipta serta
jenis-jenienya, maka berikut 1nilakan dibahas mepgenai
faktor=faktor yang mendorong timEulnya pelanggaran halc
cipta di bidang musik,

gesual dengan pengamatan hghwa sampal kini polemik
mengenai pelaﬁggaran terhadap hak cipta bidang musik ma-
kin dirasakaﬁ peningkatannya baik darl eisi kualitas pe-

langgarannya maupun kuantitasnya.

Kalau kita simalk lebih mendalam terdapat tiga faktor

yang mendorong munculnya pelanggaran halk cipta di bidang

musik yakni meliputi
1, peranghkat hultumnya;

e
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2, pembinaap aparat penegak hulcum

L Kesadaran hukum Mas¥arakat,

Ketiga faktor tersehyt di atas seharusnya menduduki Po=

sisi dan beraktivitas Gecara serasi dan terpadu, yang me-

rupakan suaty kesatuan Yang teranpgkai secara konsisten,

Pertama-tama setiap sisten hukum mempunyai struktur
vyang dalam hal ini penegak hukum Yang benar-benar  paham
terhadap fungsi Yang dibebankan serta pemahaman terhadap
masalah diajukan, utamanya terhadap aspirasi dan tujuan
dari suatu peraturan yang terkait dengan masalah tersebut,
Froblematika yane mendasar tengah terjadi adalah kurang-
nya pemahaman para penegak hultum baik terhadap pengertian-
dalam pasal demi pasal matpun nafas serta makna dari ke-
Seluruban Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, Hal ini
terbukti dari tiga aparat hukum yang berperan yakni Ke-
polieian, Kejaksaan, dan Kehakiman (Pengadilan Negeri)ma-
sing-masing mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda
satu sama lain, Bukti lair yang dapat dipaparkan pada ke-
sempatan proses pengadilan yang diikuti oleh ASIRL sejak
tahun 1978 sampai dengan tahun 1990, tidak kurang tari
600 kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan, hanya
ada satu kasus yang ontusennya berdasarkan Undang -lUndang
Hak Cipta. Selebilinya kasvs pelanggaran hak cipta di  bi-

berdasarkan Undang-Undang Hukum Pi-

dana (KUHP) yakni pasal 360 dan pasal 382 bis. 5)
juga menumbuhsuburkan kasus

dang musik diputuskan

Alasan lain yang ikul
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emba
F Jakan adalah tingkat emudahan untuk memperoleh izdin

i i
ndustri. Hal ing terlihat dari sejumlah kasus tersebut

di atas kesemuanya telah mempunyai izin indugtri yang di-

malsud, Kemudahan tersebyt kiranya kurang atau tidak di-

ikuti dengan mekanisme PENZawasan yang baik, sehingga aki-
batnya banyak pemilik izin dengan mudah menyalahgunakan i-
zin tersebut. Menurut Imformasi dari Departemen Perindus-

trian dalam hal terjadi penyalahgunsan izin tersebut, bu-

kan urusan Departemen Perindustrian akan tetapi adalah u-

rusan Kepolisian., &)

Jelas informasi inl menurut pendapat penulls kurang tepat,
karena seharusnya hal tersebut masuk dalam bidang admini-

stratif yang harus ditindak oleh Departemen Perindustrian

dengan ancaman sanksi administratif pula.

Sebagai faktor kedus yang mendorong timbulnya pe=
langgaran hak cipta di bidang musik disebabkan karena fak-
tor substansi hukumnya atau peraturannya. Sehubungan de-
ngan itu Undang-Undang Hak Cipta dapat ditunjuk sebagai
contoh tipe hukum yang sengaja dicipta oleh para pembuat
Undang-lUndang, guna merealisir suatu kebl jaksanaan yang
berskala nasional.

fungsi hukum sebagai sarana perubah perilaku warga
masyarakat yang muncul belskangan ini merupskan  jawaban
terhadap permasalahan mengenai ketertinggalan hukum dari
proses perubashan sosiul yang terjadi terus menerus,

Proses perubahan sosial cenderung semakin melanda ke=-
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hidupan masyarakat, lebih-lebip masyarakat yang sedan g

membangun, Dalam dinamika masyarakat yang demikian, biea

terjadi hukum men jadi tidak Se8Ual lagi dengan

masyarakat, Sehubunpan

kondisi

dengan hal ini Bering terdengar

crang melontarkan tuduhan bahwa hukum telah ketingpgalan

Zaman. RBahkan ada yang menyudutkan dengan mengatakan bah-

wa hulkkum tidak bisa dia jak membanpgun,

Dengan posisi hulzum Yang tertinggal dard perkembang-
an masyarakat itu, maka kiranya tidaklah tepat untuk mem=-
pertahankan hukum tersebut dalam fungsinya semata - mata
Sebagai social control ataupun sebagai dispute settlement.
Usaha mempertahankan dan menegakkan hukum yang bertipe de-
milkian, tentunya akan mendatangican akibat negatif untuk
masyarakat. Masalah ketertinggalan hukum bila prodult  hu-
kum yang baru, yang hanya mampu merefleksi keadaan masya-
ralkat pada masa kini,

Dengan diundangkannys Undang-Undang flak Cipta, maka
kesdaan Undang-Undang tersebut mempunyai kedudukan yang
lebih dinamis dan terltemuka dibandingkan dengan kedudultan
dan keadaan masyarakat. Sebagal konsekuensinya alkan tim-
bul pertentangan-pertentangan dalem gerak pelaksanaannya,
Hambatan-hambatan yang dimaltsud disebablkan antara lain 0O-
leh adanya perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam
UIndang-Undang tersebul dan nilai-nilal yang berlaku  di-

dalam masvarakat.
nalasn kondisi masyarshat yang demikian ini, mestinya
Nala 1 :

A ———
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para pelaksana hukum memiliki kemampuan untuk "tampil
amp 5R=

bagai pelaksana Yang tangguh", parg relaksana hubum tidak

boleh
melipunyai sikap yang mendua, dalam melaksanakan tu-

a5 B8e ;
£ bagal inovator rembangunan, Mereska harus sadar sge-

bagail pelaksana hulkum Janpg bersifat nasional, dap harus

berani menanggalkan kebiasaan atay pola hidup yang me=

nyimpang dari Undang-undang nak Cipta. Apabila tidak, ma-
ka di dalam masyarakat skan tumbuh subur sikap acuh  tak
acuh dan ketidaktaatan ternadap Undang-Undang, sikap ti-
dakk melaksanakan halk dan kewajiban ysng ditentukan oleh
Hndang-Uudang, tidak diindahkannya tatacara penyelesaian
sengketa sebagaimana yang telah ditentukan serta lain-1la-
in perilaku yang Lercela merupakan contoh=contoh yang
terlihat dan diamati dalsm kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikstakan bahwa disamping
adanya struktur dan substonsi hukum, maka suatu sistem
hukum juga mencakup unsur permintaan yang diciptakan atau
dibentulk oleh kebudayaan hukum (legal culture).Kebudaysaan
hukum itu sendiri mencaku} gagasan-gagasan, sikap - sikap,
kkepercayaan, harapan-harapan, maupun pendapat - pendapat
tentang hukum, @

Atas dasar penjelasan tersebut di atas sebagal fak-
tor yang ketiga adalah faktor kegadaran hukum masyarakat
yang juga ikut andil dalam menuﬁang faktor timbulnya pe-

langgaran hak cipta di bidsng susilc. Gleh karenatya . da-

patlah dikatakan bahwa warga masyarakat altan mentaati

e ——
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alam masyarakat.,
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W
syarakat mengh;yati manfaat hukum bagi kehidupan bersama

di 4 ]
alam masyarakat Yang bersangkutan, "arga  masyarakat

baru akan menghayati manfaat hukum baginya, apabila ia me-

ngetahui apa yang menjadi tujuan dan tugas dari hukum a-
tau Undang-lindang tersebyt,

Seperti halnya apa yeng dikatakan oleh Iwan Fals dan
Candra Darusman (keduauya Pencipta dan Penyanyl) kepada
PEHUiis pada sasat wawancara dengannya, menurut mereka bah-
wa pelanggaran hak cipta pada bidang musik selama ini ba-
nyalk .terjadi oleh lkarena tidak adanya kesadaran hukum
masyarakat disamping itu juga kurangnya tahgouusjaras moe
ril terhadap sesuatu karya cipta. 7)

Kiranya tidak berkelebihan kalau dikatakan bahwa u=-
paya meningkatkaé kesadaran hukum melaluil penyuluhan hu-
kum adalah bagian penting dalam pembangunan hulkum karena

merupalcan tumpuan pembinasn perangkat atursn hukum  dan

pembinaan aparat venegak hukum,
111,72, Tuntutan yang dapat diajukan terhadsp pelanggaran

Hek Cipta rada karjya cipta di bidang musik,

Dalam lndang-Undang lak Cipta, halk clpta sebagaimana
tertuang dalam pasal 2, diangeal eehegal Vot hereste
yang dapat dialilikan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat
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atau dijadikan mi1i)

ncge
Bard serta dengan cars Perjanjian

( pasal 3 Undang-Undang nosor 7 tahun 1987 }.p
d PR

lam pasal
tersebut dipersyaratican

baliwa sugty Perjanjian yang  di-

buat antar pihajk harus dilakukan dengan akta
1

dengan ke-
tentuan bahwa perjanjian iy hanya mengenai wewenang yang

disebut di dalap akta itu,

Perjanjian yang dimaksud di atas adalah

merupalan
perjanjian kerja Rekaman rusik atau Perjanjian Lisensi
Hak Cipta, dimana pihak produser rekaman melaltukan hals

ekonomi pada umumnya dan hak publikasi pada khususnya yeng
telah . . dialihkan atau diserahkan kepadanya oleh pemilil
halk cipta, dengan sualu imbalan tertentu.

Sehubungan dengan imbulan tersebut, yang harus  di-
bayarkan oleh produser kepada pemilik hak cipta yang te-
lah disebutkan dalam perjanjian itu, sepanjang tidak di-
tetapkan lain, maka akan dilakukan dengan salah satu dari

ketiga cara sebagai berikut :

. imbalan yang dibayarkan sekaligus atau tunal
= (flat pagmegtj pada saat penandatangenan kon-
brak yang jumlahnya dan caranya ditetapkannya
berdasarkan perundingan dan kesepakatan kedua

b E;%:?aﬁiggﬁé dibayarkan sebagian secarg tunai
: pada saat penandatanganan kontrak, ‘sa angﬁin
selebihnya dalam bentuk royalti, yang pag -
tungannya didasarkan stas se jumlal uang ter-
tase tertentu dari harga ju-

tentu atau prosen et
kaman indulk yang

i getiap penggandaan re
?ﬁr?ﬁgl, dan Eembayar&nnya dilakukan  sekali

jalt saat mulai
i bulan, terhitung seja : 3
gzigﬁaﬁlﬁgn dipe;jualbelikannya hasil peEng

.1rsebut;
gandaan tuise ' emata-nata ntas da-
- dibayarkan & :
o ;mﬁaiﬁﬁaifif yang perhitungannya didasarican
a £



o jaF relkaman induk YEng
_ 1§ se jak t
dan diperjualbe i e NU1;inpﬁ§;323:

Halk dan kewajitan kedua belah pihak mengenat peng-

alihan nak cipta atas lagu (karya musik) mulad timbul e

da saat ditandatanganinya kontral, namun hak peEngumuman

beserta hale ekonominva untuk produser, dimulai pada saat
mulai diedarkannya hasil penggandaan di pasaran, Untuk me-
laksanakan masing-masing hak dan kewa jiban, maka disebut=
wan jangka walktu tertentu vang disepatati di dalam kon-
trak. Jangka waltu tersebut dapat diperpanjang atas per-
setujuan tertulis kedua belalb pihsic,
Apabila kita amali secara seksama peristiwa-peristi-

Wa pelanggaran hak cipta di bidang musik atau pembajakan
kaset dalam bab terdahulu, maka terungkaplah bahwa  pada
dasarnya masalal pelanggaran tersebut diakibatkan oleh
perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bijaksana. Akibat
dari semua jenis perbuntan tersebut ternyata menimbullan

Jc{erug:lan dan bhahlkan ju':.;a berdﬂmpak negat:l_!' tE‘I"]’taﬂﬂp pem=-

bangunan nasional.

Penyelesaian ganti rugi berdasarkan hukum Indonesia

: d ya=-
umumnya bersumber pada sustu perjanjian terdahulu dan ;

¢ ra umum
ng bersumber pada perbuatan melanggar hultum, Seca

1 ma di atas ada-
dapat dikemultalkan bahwa yaig digebut pertan
lah ti rupl sebapal alkibvat tidak dipenuhinya
ah berupa gantl 59

tasi).
suatu kontrak (wanprestasl.

r
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Akan tampak bahws ahtara 1 idak dlpenuhinya suaty per-

Janjian di Satu. pihak dan dilakulannya rerbuatan

melang-

gar hulum terdapat banyal kesamaan dan hubungan satu ga-

ma lain, ballan tidak Jarang keduanya jatuh bersamsan da-

Lam peristiva-peristiva tertentu, Kedua hal ity dapat me-

ngakibatkan harus dipenuhjnya perjanjian atay jika tidak,
maka harus dibayarnys ganti rugi atau dikﬂmbalihanuya —
8151 hukum dari plhak-pilhalc seperti dalam keadaan semula
(restitutio ad integrum),

Dalam keadaan perbuatasn melanggar hulkum tentunya bu-
kan dipenuhinya suatu perbuatan yang di janiikan tetapi
semate-mata terbalas pada penilaian gantirugi ntas ner-
buatan yang telah menimbulkan kerusian pada pihak lainnva.
Dengan demikian perbuatan itu harus melawan hulsum sehing=
fa ada unsur kesalahan padla pihak pelaku ataupun tidak
dilakulkan atau lalai dilalukannva kewajiban hulzum dari
peleku sehingga dapat disnggap bahwa pihaknya tidak  me-
lakukan kewajiban hulum scbhagal anggota masyarakat  yang
terpuji.

Ketentuan-ketentuan dari rangkaian pasal-pasal dari
KitaL Undang=Undang Hukum Ferdata Indonesia mengatur ten-
tang tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian dalam pasal-
passl 1243% dan seterusnya dan pengaturan tentang perbuat-
an melanggar hukum yang terdapat dalam pasal 1355 den:ige-

lanjutnya adalah yang bersangkutan dengan pengaturan hu-

kum positif mengenai hal iersebut,
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i dalam pasal

136
365 Kun Perdata, dirumusian secara

jelas
J apa Yang dimalksudg dengan perbyatan melanggar  hukum

ituw. Dalam pasal tersebut diungkapkan hahw

a " tiap ner=-

buat .
a Lan mﬁ‘laﬂgﬂﬂr hl.lLUﬂ'I :p’ﬂTfl[; ri|E.']'ﬂl}al|"|'a ][ETUEiEﬂ pE'Id.E Drﬂng

lain, mewaijibkan Orang yang kareng Balahnya menerbitian

kerugian ity mengganti kerugian tersebut ", palam pasal

ini nampak jelas bahwa terdapat adany% tangmung gugat
(liability) dari pelaku perbusatan melanggar hulium untulk
mengganti kerugian terhadap pihak yang menderita kerugian
itu, Namun tanggung gurat dari pelaku tersebut  hanyalah
timbul apabila padanya terdapat unsur kesalahan,

Unsur kesalahan itu haruslah dibuktikan sleh peng-
gugaf, di samping ia sendiri juga harus membuktikan ada-
hya kerugian yang diderits akibat perbuatan melanggar hu-
kum tersebut. Prinsip tanggung jawab yvang demikian di-
kenal dengan sebutan "prinsip ta;ggung jawab berdasarkan
kesalahan", sesuai denpgan adagium no liabilicy without
fault.,

Dalam pasal 1365 KUH Perdata diatur syarat - syarat
yang harus dipenuhi agar pelsku perbuatan melanggar hukum
dapat dikenai tangpgung gugat. Adapun materiil yang i

maksud adalah meliputi :

suatu perbuatan (daad); )
E: ggigﬂ?tan itupharus merupakan alkibat dari per

buatan me]angﬁﬂr Eukgm;Elaku'
adanya ltesalahan dar :
adnnﬁa kerugizn yang merupakan akibat dari

perbunkan relanggal hukun {adanya bl
kausal);

2 0
L

——
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e, menuruk Yuris ruaed o )
bermak gy untEh mggf;éunﬂrma Yang  dilanggar

terkena atgay tersangkutTﬁélkepentingan yang

hak cipta

» Maka yang nempunyal hak untuk  menuntut

bidang musik yang

sebenarnya. Untuk ity Pasal 42 ayat 3 dan h Undang-Undang

nemor 7 tahun 1987 menentuzan bahwa -

(3) Jika ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pa=
sal 11 ternyata merupalan pelanggaran, pe-
megang Hak Cipta yang sebenarnya berhak me-
ngajukan gugabtan perdata ke Pengadilan Nege-
ri, dengan tidak mengurangl tuntutan pidana
terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut,

(4) untuk mencegah kerugian yang lebih besar pa-
da pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat
memerintahkan pelanggar untuk menghentikan
kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran,
pengedaran, dan penjualan ciptaan atau ba-
rang yang merupakan hasil pelanggaran Hak
Cipta.

Bahasan berikut ini ditujukan pada kemungkinan pene-
Tapan pasal 1365 KUH Perdata terhadap pelanggaran Halk
Cipta di bidang musik. Hal ini disebabkan karena pasal
1365 KUE Perdata yang dimalksud menghendaki agar semua sya-
rat yang terdapat di dalamnya harus dipenuhi selurvhnya

Yang berarti apabila ada salah satu syarat saja tidsk di-

penuhi, maka penuntutan berdasarkan pasal tersebut tidak
b
dimungkinkan,
Pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 7 i
menuntut

k
1987 gama sekali tidak menyebutkan dasar untu

ganti rugli yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar
i -



musilk,

Ad. a. Adanya guaty Perbuatan
Fe
robuatan dalam melangear hukum mempunyai dus pe=

ngertian, yaitu rerbuatan dalam arti positif vaitu ber-
buat sesuatu dan perbuatan dalam arti negatif yakni tidak
berbuat sesuatu dalam hal seseorang menurut hukum  harus
bertindak. 10) Untuk memahami hal ini apabila Beorang ya-
ng melakukan perbuatan yang dilarang misalnya memperbanyak
atau menambah jumlah sesuatu ciptaan lagu orang lain tan-
Pa seizin dari pemegang hak cipta, dengan tujuan untulk
meraih keuntungan bagi pribadi orang yang melanggar ter =
sebut,

Ad. b, Perbuatan itu harus merupalkan perbuatan melanggar

hukum,

Berdasar pada keputusan Hoge Raad pada tangsal 31
Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum Cohen, pengertian per-
buatan melanggar hukum diartikan secara luas yaitu bailk
meliputi perbuatan aktif maupun pasif yang :

a. melangoar atau mengurangl hak orang lain;

b. bertentanpan dengan kewajiban hukum pelalu;

¢. bertentangan dengan kesusilaan;

4. bertentanpan dengan kecermatan Yang hatug di-

indahltan dalam masyarakat.,
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Kasus Pelangearan ha cipta dy bidang misik, mnisal-

nya memperbanyak hasij Ciptaannya

langgar hulcum, kareng Perbuatan

merupakan perbuatan me-
tersebyt tanpa izin ren-

ciptanya, untuyk kKemudian dipasarkan sehingga dapat me=-

ngurangi hak Pencipta lagu yang dimasksud, Perbuatan ter-

sebut di atas juga telan melangpar ketentuan pasal 3 Un-
dang-Undang nomor 7 tahun 1967 yang berhubungan
peralihan halk cipta,

Selanjutnya Pelangearan hak cipta di bidang musik
dapat juga dikategorikan bertentangan dengan  kesusilaan
dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat ka-
T'ena perbuatan tersehut Juga melanggar norma-norma  sopan
santun yang tidak tertulis, di samping melanggar Undang-
Undang atau peraturan, 11)

Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai
Perbuatan melanggar hulkum, karena ada peluang alasan pemn-
benar, Terdapat dua kelompok alasan pembenar yaitu :
&, Alasan-alasan pembenar yang "dipinjam" dari

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),yaitu
daya paksa, pembelaan terpaksa, ketentuan Un-
dang-Undang dan perintah jabatan ( pasal 48
s/d 51 KUHP);

b. Alasan-alasan pembenar yeng dihasilkan  oleh

peradilan yaitu izin dan penerimaan risiko

pihak yang dirugikan. 12)

Apabila pelaku berhasil mengajukan alasan pembenar ,
=]
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malta |
ta hapuslah tanggung Jawal berdasariian pada pasal 1365

KUH d
Perdata, karong tidak adanyg 8lfat melangpar huk um

dari perbuatan tersebyt,
Ad, ¢, Adanya keealahan dari pelaky

Orang yang menimbulkan kerupian harus bertanggung

gugat apabila ia bersalah, baik larena kesengajaan  atau

keal paan. Keduanya mempunyai akibat huloun yang sama,yakni

pelaku tetap bertangpung jawab untuk membayar ganti rugi
atas perbuatan melangear hukum yang dilakukan karena ke-
salahannya,

Sebagaimana dijelaskan di aval bab ini tanpa adanva
unsur kesalahan dari pelaku atau unsur kesalahannya gugur
Jang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu, maka gugatan
ganti rugl atas dasar perbuatan melanggar hulkum tidak a-
kan berhasil. Keadaan tertantuy yang dapat menggugurksn un-
sur kesalahan yaitu meliputi ;

a. pelaku tidalk dapat dibebani tanggung jawab
karena sakit jiwa atau usia yang sangat muda;

b. cacat tubuh;

c. kesesatan (kekhilafan) yang dapat dimaafkan

mengenai sifat relanggar hukumnya tingkah la-

Iku,

Untuk menetapkan adansa kesalahan yang dapat me=-

nyebabkan ganti rugi dipersyaratkan bahwa perbuatan  me-

lanpgar huknm tersehot dapat dipertanggung Jjevabkan, ar-

tinya terhadap pelakunya dapat diajukan celasan karena
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kesalahannya,

pula diduga sebelumnya
dan wajib mencegahnya,

Perbuatan melanggar hulcum Larhadap hak cipta di bi=

dang musik telah memenuhi syarat kesalahan inj karena

perbuatan yang dilalkukan 1ty bertujuan untyk mencari ke

untungan, yang berarti ig menyadari maksud dan arti peEr=

buatannya, Di Samping itu perbuatan Yang dilakukan ity
dapat diduga sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya
akan menimbulkan kerugian bagl pemegang hak cipta sban
musilt tersebut,
Ad. d, Adanya kerugian Jyang merupakan akibat dari per-
buatan melanggar hulkum,

Altibat yang paling dirasakean adalah berupa kerugian
Yang diderita oleh pemegang hak cipta di bidang musilk,
Yang lagunya dibajak, yang seharusnya dapat dipasarkan
dengan baik tetapi malah sebaliknya.

Meskipun telah ada perbuatan melanggar hukum dan
kerugian, yang perlu ditelash lebih jauh yakni  hubungan
kausal antara keduanya. Untuk menentukan hubungan kausal

yang dimaksud perlu dilihat terlebih dahulu :

a. apskah perbuatan delam hubungannya dengan kerugian da-

pat dinilai sebagai syarat yang sedemilian  sehingga

i bul
tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak alan tim

(conditie sine qua non).

i b
b, apakah kerugian itu dapat dianggap Eebag
an dari perbuatan melanggar hukum ,

al altibat ya-

ng wajar diharapk
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Apabila kedua ha] tersebut positir

keadaannya » maka dapat

disimpulkan terdapat hubungan kausal yang Cukup

antara

keduanya. 13)
Hengenai tuntutay ganti rugi berdasarkan perbuatan
melanggar hukum ini, Undang-Undang tidak mengaturnya, se-

hingga sulit bagi kita untuk menentukan berapa besar gan-

ti rugi tersebut, pal ini berbedg dengan tuntutan ganti

rugi berdasarkan wanprestasi di mana ganti rugi ini telah
diperinci atas tiga unsur yakni meliputi bidang kerugian,

bigya dan bunpa, 14)

Sebagal pedoman dala% menentulkan besarnya ganti ru-
gl akibat perbuatan melanggar hukum, kiranya dapat di-
tafsirkan dari maksud ketentuan pasal 1565 KUH Perdata |,
Yaitu untuk seberapa munghin mengembalikan penderita pada
keadaan semula. Hal ini mengandung pengertian bahwa ke-
rugian tersebut harus dinilai sedemikian rupa sehingga

besarnya sama dengan atau mendekati keadaan . sebagaimana

jika perbuatan tersebut tidak dilakukan,

Ad, e, Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi

kepentingan yang terkena atau tersangkut,

Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum ka-

B
renanya ia melanggar hukum, yang akan menyebabkan si p

laku dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang di-

I} - = i--

= -

Yang dilanggar. Ini bukan
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nya yang melangpar

huj.
Lim terhadap orang yang dirugikan,

akan tetapi t
P erletak Pada apalkgh normanya karenanya p
” B

lindu
ngi heyentingnn penderita Yang telah dilanggar

o % i
| al ini bertujuan uniuk mencegah jangan sampail tang

BUng gugat dalam pasal 1365 xug Perdata akan diperluas se-
cara tidal wajar, ppabila seseorang hanya berdasar pada
unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata sa-
Ja, maka nantinya akan timbul bahaya, bahwa tuntutan ke-
rugian akan dikebulkan untui hal-hal yang sesungguhnya
salah, Yakni dalam hal di mana memang benar terdapat hu-
bungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan  ke-
rugian, akan tetapi dalam mana secara lkebetulan hanya
terdapat hubungan normatif secara kebetulan saija.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap peme-
gang hak cipta di bidang musik tidsk dapat terhindar da-
ri pasal 1365 KUH Perdata karena seluruh syarat materiil
yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dipenuhi dan
dengan demikian terhadapnys dapat dituntut ganti rugi.

Mengingat kasus pembajakan hak cipta di bidang musik
ini dapat dikategorikan sebagai kasus kejahatan,terhadap-

nya negara mempunyai hak pula untuk menuntutnya secara

pidana, Mala untuk menuntut ganti rugl secara perdata ha-

rus menunggu perka}a pidananya
jukan gupatan secara perdata.

Acara Pidana (KUHAP)  terhadap

diputus terlebih dahulu,

] Nalam
baru kemudian dis

Kitab Undang-Undang Hulzum
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perkara yang demikian dimungled nie
1 an

dirugikan, dengan syarat

8. das
Ar dakwaan di dalgn Perkara pidana itu mem

un
ﬁerﬁ:%aﬁﬁzfngz?tﬂegg:n tuntutan dalam perkara
kan kerugian hégi ﬂiéﬁg %ﬂgx?annya e
¥
5 b. permintaan Penggabungan tersehnt tdiajukan ge-

lEthat-lamhatn}.a seh
elu
ajukan tuntutan pidananya = T meng-

€. dalam hal penuntut umum tid
1 ak hadir mak
£:;212L§anhpﬁnggahungan tersebut diajukan :ef
at=lambatnya sebelum hakim
o men jatuhkan

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penggabungan
rerkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana di dalam
KUHAF terdapat pada pasal 98 sebagal berikut :

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dak-
waan di dalam suatu pemeriksaan perkara pi-
dana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan ke-
rugian bagl orang lain, maka haltim ketua ei-
dang atas permintaan orang itu dapat mene-

" tapkan untuk menggabiingkan gugatan gantl ke-
rugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
hanya dapat diajukan selambat-lambatnya se-
belum penuntut umum mengajukan tuntutan pi-

dana.
Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa

maksud penggabungan perkara cugatan ganti rugi ini  pada

perkara pidﬂﬂﬂ adalah supaya PEI‘kEI‘H gugatan ganti rugi
ini diperiksa dan diputus sekalipus dengan perkara pl-
dananya pada suatu ketilka yang Sama. Kiranya hal ini di-
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lksudlkan
makau untuk menyederhangkap Proses penyelesai
elesalan per-

kata agar suatuy Perkarg dapat diselesaik

an dengan cepat,
Meskipun demikian, ganti rugi

Jang diputug menurut pasal
98 KUHAP ini hanya tertatas Pada penggantian biaya

‘ Jang
telah dikeluarkan olel Pihak yang dirugikan sehingga tun-
tutan lainnya harus diajukan gugatan perdata blasa,

Sedang pengaturan lebih lanjut dari pasal 98 KUHAP  ter-

papar dalam pasal-pasal 99, 100, 101 dan pasal 274 serta
pasal 275 KUHpP,

Kalau kita simak Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 ta-
“hun 1987, maka pembajakan hak cipta di bidang musik da-
pat dikaitkan dengan pasal 44 ayat (1) dan (2), yang se-
lengkapnya ditentukan sebagai berikut :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumltan atau mempervanyzsk suatu ciptaan
atau memberi izin untuk itu, ?ipidﬁ?a dengan
pidana penjara paling lama 7 (tuju Lahun
dan/atau denda palin? banyak F.100.000,000,-
{seratus juta rupiah),

2) Barang siapa dengan sengaja menylarkan,mema=-

1) merkaE, mengedarkan atau menjgal kepada umum
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran
hak cipta sebagaimana dimalksud dalam ayat(l),
dipidana dengan pidana penjara paling %ama 5
{1ima) tahun dan/atau denda paling h?nym;
k., 50.000.000,- (1ima puluh juta rupiah).

Selanjutnya berikut ini akan disajikan peEngertian

tentang pengumuman dan perbanyakan, yang dapat kita temul

dalam pasal 1 Undang=Undang nomor PN TR, e,

bunyi sebagai berikut :
uman adalah pembacaall penxuaraan,penyiaran
Pengum
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gunakan algat :;agﬁﬁugzﬁ ﬁiptaan, dengan
i g deénpan . ¥

Eugi Eihinﬁﬁﬂ_ﬁuﬂtu ciptaangﬂapﬁilﬂih sedemikian
Sedungkan yiiiiat oleh orang jagp, U263 dide-
1Ehamgnngg?ns dimalkgyd denpan Pﬂ;banyakan o
BURLAR wai 1 jumlah sesuaty clptaan, dengan pE;q
Eiptaanyi £ Bama, hampir gamg atau menyerupai
oraobut dEnga? mempergunakan bahan- Ea_

a4 maupun Lidak Bama, termasulk meng-

MEN f-

Jadi suatu tindalan atau kegiatan BEEEOTang yang

memenuhl rumusan Fasal Lk tersebut di atas yang dilakukan

terhadap bidang musik, dapat diitaitkan sebagal  tindakan
pelanggaran hak cipta di bidang musik atay pemba jakan atas

musilc,

Pemba jakan atas musilk bukan merupakan masalah yang
dapat dianggap ringan, terbukti dengan adanya ketentuan
dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yang me-

nyatakan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4§ adalah ltejahatan".
Selanjutnya velanggaran hak cipta (bidang musik) ya-

ng dulunya menurut lUndang-Undang nomor 6 tahun 1982  me-

rupakan delik aduan, tetapi sekarang menurut Undang-Undang

nomor 7 tahun 1987 menempatkan pelanggaran tersebut  se-

bagai delik biasa. Dalam delik aduan dirasa sangat sulit

bagi korban untuk meminta pertolengan hulkum oleh  larena

i r iadukan.
ia terlebih dahulu harus mengetahui sispa yang diaduka

an siapa pelanggarnye Yang -

Sedangkan untuk mengaduk

jann yang mudah, karena biasanya

benarnya bukanlah peker | e
lak ba jalkan tersebut telah mempergunalkan sua
felaku pemba

=3 1 i]'!lﬂj.-
fanisasi dan cara yYahs culzup 1



7%

meng-
=4 : sedemikian
ngar atau dilipg . Ciptaan dapat dibaca, dide-

3 ampir sama at
Ciptaan tersebut gep e menyerupal
fan mempergunak i o
han yang sama Maupun tidak Eamﬁ, teigugﬁﬁan i

alih wujudkan Sesuatu ciptaan, e

Jadi suatu tindakan atay kegiatan BeSeorang yang

memenuhi rumusan pasal 4§ tersebut dai atas yang dilakukan

terhadap bidang musik, dapat dikaitkan sebagai  tindakan
pelanggaran hak cipta di bldang musik atau pembajakan atas

musilg,

Pembajakan atas musik bukan merupakan masalah yang
dapat dianggap ringan, terbukti dengan adanya ketentuan
delam pasal 46 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yang me-
nyatakan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

rasal LI adalah ke jahatan",
Selanjutnya pelanggaran hak cipta (bidang musik) ya-

ng dulunya menurut Undang-Undang nomor & tahun 1962 me=

rupakan delik aduan, tetapi sekarang menurut Undang=Undang

50w

=

nomor 7 tahun 1987 meuempatkan pelanggaran tersebut

bagai delik biasa. Dalam delik aduan dirasa sangat sulit

meminta pertolongan hukum oleh  karena

bagi korban untuk .
ia terlebih dahulu hsrus nengetabui siepa yang diadukan.

n siapa pelanggarnya yang Se-

Sadéﬁgﬁan untulk mengaduka

crjaan yang mudah, karena  biasanya

benarnya hukanlah pek o
Pelak ba jalcan tersebnt telah mempergunalkan s
welaku pem

ihai.
ganisasi dan cara yang culcup 1
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Dengan begitu tindalgan " Negara terhadap para

relanpg-
gar halk cipta tidalk lapi semata

-mata didasarkan atas pe-

PEMegang hak cipta, Tindakan akan ' dilakukan
baik atas dasar

ngaduan dari

pengaduan pemegang hak cipta maupun
laporan atau informasi dari

atas
fihak lainnya, Dengan per-

ubahan ini, malka negara akan bersikap ahtif dalam meng-

atasl pelanggaran hak cipta,

Kendati demikian rerlu kiranya sikap khawatir bahwa
perubahan dari delik aduan menjadi delik biass bukan ber-
artl persoalannya telah berakhir., Semula kita berharap,
dengan delik bilasa para penegak hukum aktif melakukan pe=
nyelidikan dan penyidikan, serta lebih sigap dan tangeap.
Walaupun korbath pelanggaran hak cipta tidak menuntut,apa-
rat penegalkk hukum harus melakukan penindakan, sehingga le-
bih jauh kita berharar banyak perbuatan pelanggaran  hak

jari musilk,
cipta dapat terjaring, utamanya dalam bidang m

; . i naslh
Ternyata harapan yang dicita-citalkan bersama ini masi

merupakan harapan. |
Sebab pertama dari keadaan tersebut di atas disebab-
kan oleh faktor pengetahuan para penegalk hu terutama
aparat penyidik, penuntut umum, para hakim dan pE:g::arz:
Hurangnya pengetahuan penatak hultum tentang hak cip T
raren hal cipta bidang musik,merupaikan

elang
ng khususnya P ya memberi perlindungan hukum

kendala yang besar dalam upa

usik,
Lerhadap karya cipta di pidang m

gifat pelanrgaran terhadap hak
an

Sehubungan deng



me=-

denpan tujuan wntuk mem-

bantu kepolisian dal melakulkan renyidikan, Fenyidilk ¥
3 i 4

ng dimaksud ini adalah Pejabat Pegawai Wegeri Sipil

tentu di lingkung

Ler-
an Depertemen Kehalkiman ( ¥eputusan Men=

teri Kehakiman Republik Indonesis nomor: M,0L,PW.07.03 ta

hun 1988 tentang penyidik hak cipta). lepadanya diberi me

wenang khusus sebagai penyidik sebageimana dimaksud dalam
Undang=-Undang nomor & tahun 1281 tentang Hukum Acara Pi-
dana, untuk melalkulkan penyidikan tindak pidana di ‘bidang
hak cipta (pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun

1987) .
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mem-

berdtahukan dimulainya penyidikan dan menysmpaikan hasil

penyidikannya lkepada penuntut umum, sesuai dengan keten-

tuan vang diatur dalam Undang-Undang nomor & tahun 1981

tentang fulkum Acara Pidana (pasal 47 ayat (3} Undang- ln-

dang nomor 7 tahun 1u87). Sedang ayat {2) membuat wewe-

nang seorang penyidik melakusn tugasnya.

T.angkah maju dalam usaha untuk melak
di atas belum sepenuhnya da-

uzan perlindung-

an hukum hak clpta tersebut

pat diterapkan karena belun dilengkapi dengan  peraturan

sehingea penvidik khusu
Aiharapkan oleh pembentuk

5 tersebut helum

nelaksanaannya.
n=

dapat beker]ja sebpmaimand

dang=-Undang.

———— A -
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ter
Jarinpnya Pelanggaran hak cipta

. rPenyajian alat bujk-
en
Yallkan alat bty oleh penyidik

kaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat

ti. Kemampuan
ber-

(2) Undang-Undang no-

mor 14 tah
 tahun 1970 yang menyatakan bahwa, tiada seorang jua

pun dagat a1 jatyld Pldana, kecuali apabila rengadilan, ka
s ka-

rena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang men-
dapat kenyakinan, bahwa Seseorang yang dianggap dapat ber-
tanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang di-
tuduhkkan atas dirinya. Sehubungan dengan hal itu, dalam
pasal 8 Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa setiap o-
rang yang disangka, ditangkap, ditahca, dituntut danfat;u
dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap bersalah
sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatsakan ke-

salahannya dan mempercleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal ini memuat asas praduga tak bersalah ( presumption

on innocence).
Pengalaman membuktikan bahwa pasal 44 Undang -Undang
bagi

nomor 7 tahun 1987 merupakan tantangan yang berat
kepolisian sebapgai penyidik (menurut KUHAP) terhadap ka-

raran hak cipta (bidang musik) dan ujian untuk

sus pelang
pulti yang cukup kuat dan menyakin-

mampu menyajikan alat
pltan ketentuan pidana tersebut.

kan selbelum menera
bersama hahwa dalam  pe=

plthirnya perlu kita gadari
an hak cipta bidang musilk se-

‘nyelesaian perkara pelangEar
k hulum dalam pene-

m—, -
makin banyak dituntut pemikgiran pencg

i
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rapan pldana tersebul di atag Bebagai upaya penanggul
£l X gu ANf=

an pelanggaran dalam bidang hak cipta, Utamanya untul
& T ma-

sa mendatang.

111.5. Penyelesalan sengketa pelangmaran Lerhadap  Rak

Cipta pada karya cipta di bidang musik,

Salzh satu maralah yang terpenting dalem hubunrannya

dengan pelangparsn sustu hak, ialal sedapat mungkin  hak
itu dapat dipulibkan denpan berbapad kerugian yanr telah
dialami oleh pihsk yang dilangrar haknya,

Diantara karya-karrs cipta yang menjodi sasaran pe-
langgaran, data jupa menunjuldtan hahwa hidang musik/ legu
dan film yang ternyata paling menderita karena tindal pi-
dana pembajakan, Perdasar pendataan yang dilakukan ASIRI
(Asosiasi Industri Rekeman Indonesia) dari April 1278 sam-
pai dengan 5 Desember 1990, jumlal kasus pelancgaran hak

cipta di bidang musik, adalah sebagal berikut :

" Tahun m kasus pelanggaran Hak Cipta T = E
5 + bidang mu aile, :
! ! |
I 1978 ! 1? !
} 1579 ! l; T
1 1930 ! ; :
1 1981 ! Ei: :
1 1932 ! Em :
I 1983 ! W t
! lgﬂh I !I-?: !
1 1985 ! i:_'-]' r
' 1986 ! 12 :
' 1987 ! o E
1 1988 E 5 .
! 1ad ‘ 109 ]
]

1390 ¢ -
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Dengapr »no i
B peiambuben ancpy

an pid- Tule
i M Aylom "ndanghﬂudnng

Toals 7 b L
jiamin rerlind o e e e
. wrlineg re ' o
] ] B L P R
y Gehab merupa-

kan Lindatrn vane b
" ]"...I.II-\.--I- J"'"‘""’nl"l..i -F'J -\.’I.r'!ﬂ """'l""llrl"ﬂ"'lr'l uFHI'I.'I'
’ Rl £ ra

penanglial terhada) ne) anee
i) watrraran holi einta

Demillien pu ﬂ
pula donmen ancomon Fldsua wonr jauh lebil

}‘F ‘{ . Ak B ] l.. 1 of
fat okan medfomin eiptaan youe telah qibuet ol pencip

tanya dari ovang-crane reiit Lidek Yert-geemnpe j o b
fa 1 el .
£y . H i .
"ePertl halnya dencan tindelkan Faur melangrar cuatn cdipta-

Ak “STET o wpath I o PEed Tt s A ]
orang lain, maka loeat Pengedilon futey poncolessiannye,

[ 1L - e T E— o ;
Spertl delom lLigens Didd = Lelito Centoro ~a= Jirdili di-
Pengatilay Megurd Pandune, subegsbwena denn antugsemnya
NOMOT @ UO/TEA/R/1000/ PR, T 4,

Ada pun lkasus rasisinya atou dudull pericsrpns-a gdalah

sebagai berikut
Terdazwa Didi Ratelito Cenloru, labir di Fediri, umar 32

Ltahun, bheprtempat Lingral #1 jalun Ferowa no,2l 104 4 01

FPandung, poler jasrnye bortapens. Clead Jaksa Tenuntul Mautm

L] L] e u " o g fa s ™ ™ [
teloh diafulkan ke sideng Fengadilan Megeri Pandung dengan

dﬂ‘.l’n‘!ﬂaﬂ 5

5

; T :7 1080 "
Meimair kesatu, hahwa terdalwa ajal bulan April 19290 sam
e R g t{n
pei denpan Lulpn Chktoher 1209, dengan oenieds da Ao
n el pe rhonyak suatu ciptasn atau mem-

halt mongumumkan ala
prsal 4h ayat (1) Madav-s=Tndang

herl izmin wntule itu, cx

nomor 7 tahun 13°7.

-

R =S S L
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Primeir kedua, bhahys terdakwg 5e jak bul
L2 Uia

. N April 1989 sam-
-.;aﬂ': men E] N m |i E‘j!‘ 4| t,

T - BT

j t "3“ . ] an | n ik L& F;ltﬂq

Ly ayat (2) Undang-indang nomop

2X. pasal
7 tahun 1987,

Subsideir, bahwa terdakwa telah melakukan guaty perbuatan

menlipu untuk mengelirukan orang banyalk atau Eeseorang ya-

ng tertentu dengan maksud alkan mendirikan atau membesar-
kan hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau le-
punyaan orang lain. ex pasal 382 KUWE,

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa dakwaan Primeir
terdiri dari dakwsan primeir kesatu yang diatur dan di-
ancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang- Undang
nomor 7 tahun 1987 dan dakwaan primeir kedua yangp diatur
dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang nomor 7 tahun 1987,

Insur-unsur daripada dakwaan primeir kesatu  adalah

sebagai berikut :

unsur ad,l barang siapsa.

Unsur ini menunjuk kepada subjelk hukum ialah orang Yang

diajukan lkemulta persidangan karena adanva surat dakwaan,

dari Pepuntut Umum atas dirinya.

unsur ad.2? dengan sengaja.
da-
Unsur ini berdasarkan fakta-fakta hulum yang terungkap

aile dari lketerangan gaksi,
g bukti, Majelis Hakim ber-

keterangan
lam persidangan, b

terdakwa serta barang-haran
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pendapat bahwa terdakwa telah menghendalky
ak

L:I-Erl mEHEEtEhUi
bahwa perbustannys tersebul tela)

dilarane oleh Undang-

Undang, oleh kareng i
LEn ungyur o
g denmgan sengaja"sudah  ter-

penuhl menurut hukum,

menjual kepada umum suaty tiptaan atau barang hasil pe
langgaran halk cipta,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terunpiap di.-

persidangan, telah terbukti hal-hal sebagal berikut:

1. bahwa benar terdakwa telah melakulean lkegiatan merekam/
memprodulisi/memperbanyak kaset lagu-lapgu Barat tanpa
hak sejak bulan April 1989 sampail dengan Oktober 1989,

2. bahwa hasil rekaman tersebut oleh terdakwa telah  di-
edarkan/di jual baik kepada toko-toko kaset yang ada di-
Bandung maupun kepada honsumen perorangan,

3. bahwa dari hasil penjualan kaset tersebut terdakwa te-

lah mendapat keuntungan RK.1.000,- untuk setiap satn

buah kaset.

Adapun putusan Fengadilan Negeri RBandung adalah se-

bagai berikut :

2. Menyalakan terdalkwa telah melakukan tindak pidana :

tau mem-
1. "Dengan sengaje dan tanpa hale mengunumkan ata

perbanyak sualu ciptaan”.

pasal Ll ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta

MelanggaTr

nomor 7 tahun 1987.
memasarkan, mengedarkan

i n
2. "Dengan sengaje menyviarkan,
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E. E L} p = - F:l +

rang hasil Pelangraran hak cipta",

iMelan
GCEar pasal Ll ayst (2) Undang-lndang alk

Cipta nomor 7 tahun 1987,

b, Menghultum t g
E E‘Pd-ﬂi'{wa ':I].Lh 'i'.'-E'I]"E'rJnnj:,rﬁ dﬁ"l‘lf‘:ﬂ]] h]_ﬂ:umﬁn nen =

jara s5¢) ama F:{L!!I_I.':'I_} bulan dan denda gehesar M 1. 000,000

(satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan,

c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di-
Jatuhkan sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum
yang tetap/pasti.

d., Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membanyar bi=-

aya perkara sebesar R,2.500,- (dua ribu lima ratus ru-

plah),

Jika diperhatikan putusan di atas, maka menurut pen-
dapat penulis, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dapat di-

katakan tepat. Terutsma dalam pertimbangan mengenal  ada

nys rumusan tindek  pidana  yang dilaicukan oleh terdakwa.

Ni daleam lkansus pesisinya, bahwa vang polkek yang ha-

rus diperhatillﬂﬂ E".].E"lla}l terjadih}fa Ii-T.E.'["LI[_',‘.i.Em ¥yang ﬂidﬂ]*ita

wemegang lisensi dan juga Negara Yang

oleh Produser ysng
Nilai,

dirugikan dengan tidak membayar Pajak Pertambahan



1.

5.

10,

CATAT AN

Rinto

hukum Pak Cipta di ni

Cipta, Fakultas Hulum s

6 tahun 1962, Undang-

sepakatan dengan MEE, Jakarta, 5 September 1988,

KAKI BaR 117

Harahap, Reberapa catatan Lentang

d

neEmingr Hasional

83

rerlindungan

ang musilk ditinjau dari
ekonomi, Disafilan pade

Begl ;

Lentang Halk.

Indang

» Surakarta, 16 Desember 1989,

Perhatikan pasal y, Undang-Undang nomor 7 tahun 1987

ﬂ.ﬂi:{aflt[}, Wilai-nilai moral dari Undang.-.

nomor

Undang nomor 7 tahun 1987 dan ke-

Perhatikan hasil perumusan Simposium, Pelanggaran Hak

Cipta di bidang musik, Jakarta, 1 Juli 1948,

Rinto Harahap, Perkembangan Industri Nusik dan

pelak=

sanaan. 'mdang-Undang Mak Cipta di Indonesia, Jakarta,

1989, Halaman 10,
Ibid.

Wawancara dengan :

- virgiawan Listianto (Iwan Fals) pada 3 Olkitober 1990

a4 Jalan H. Ald 5_9 Hanl{ﬂlﬂﬁ TE[‘JEHh Condet Jakarta Ti-

mur.

- Candra Darusman pada 21 Oklbober 1990 di Sekretariat
chandra Lt.6/Room 608 Jakarta,

YKCI Hotel Karkbika
Rinto Harahap, Op.CLt
R.S5cetojo Prawirohami
matipge Daad, Djumali,
Wirjono prodjcdikoro,

pandang da

dung, Jakarta, 1980,

. I'.Talamﬂn E'l-

Joyo

ayrabaya, 1979, Halaman 1.

perbuatan Melanggar s wm

ri sudut Hukws perdata,Cet.vII,

Halaman G.

Sumur

dan Marthalena Pohan,Onrecht-

di=-

Ban-

i
£

i

i
F
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12,
13.

1,

15,

Bl
Djasadin Earagih,

Pokok-Pokok Hulzum Perikatan,FakultaE
llukum UNAIR, Surahuya, 1985

» Halaman 120,

Ibid, Halaman 122,

Ibid, Nalaman 13],

Subektl, Hulkum Perjanjian cet. VIII, Jakarta, 1984,
Halaman 17,

Djoko Prakoso, Kedudukan Justiabel di dalam - KUHAP,

cet. I, Ghalia Tndonesia, Jakarta, 1986, Halaman 164,
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FAR 1Y
FENUTU P

IV.l. Simpulan

L,

h

LA

L]

Selelah berlalinya "ndang-thidang Nak Cipte nomob 9 ta-

hun L9807, Finghat perkiebanean pelancsavan hok cipta

Ai uiﬂ?l!'lg I1'|'L3|,"'.‘E_]§,¢]E1'|~j_ tonhun ke talivn semaldin meninr!:aL,

{ Lihat peda tohel ),

Dalam Pndang-Tmdang Vaiz Sipta belvw diatur perlinduncan
hueum secarva Dhusus, tontang hak-halt dan kevatiban na-
ra pemain, produvser rel aman dan crranissel slaran,
felama ivi hubunpan hukum sntara pencirta dan produeser
hanya diatur dewpan petdanjien, Pan hal ini scring ba-

nyal merugitzan para percipts Ferena perianiiar terse -

It
L

but dibuat secars s=enilak raug baurak menunt =yarab-cya-
rat yons 1elhih bonzak - caguntmecken narn prodnser,

. 3 b I
Ferlindunpgan Yeug filayian ~1eh hple giptsa, bokan hanya

perlindungan ehonoul, Bkt trni inea memberikan perlin-

dunzan merdl yeng slfaliva stadl,

“elangparan hal cipta i bidang musik, terjadi — bukan

' - At palti
hanva dilakulzan uniak renghinderd penbayaran royalii,

s a1 meqpbayalan I.FIJEIIJ--
tapd juga untnle me nshivdery TREERY I

Porlirdinenn hric oiphe mernpalizn enlah sply upala tin=
t;h.mcmhﬂ;gkitknn samaurat don minst ecrtd ot
lava kreativites pencipts untule horkarya i bideng Lle,
;Z;T ;ﬁﬂLEEHhrE vang mg et 44 tntuhlan doml Leplalknangs



nya rembansunan dolon yan o
kehidunan honrcey, s.oprad

ndang=1mdap; Dy

T

B

86

LU
rut Aumnercernt keoecerdasan

i e - £,

al tahun 1945,

DM Indonesia, Indang-lndang Hak Cipta yang pernsh dan

sementara diberlakulan adg tiga buah, vaituy
] Jr’l 4l ¢

e Attbeurstret 191 2;

b. Undang=Indang nowor 6 Labun 1002

Ce Undang-"udang nomor 7 tabun 1987,

Febutuhan untuk menyesuvaikan perlindungan Hak Cipta ter
hadap perkembangen menpgakibatkan disempurnalannya Un=
dang-Undang nomor 6 tahun 1982 menjadi Undang- Undang
nomor 7 tahun 1987 menpgenai hak cipta, vang memuat pe-
rubahan pokok antara lain :

a. Memperbernt sanksi pidana terhadap pelanggar-
an hak cipta nenjadi tujuh tahun dan/atau den
da paling banyak R. 100.000.000,- {(seratus ju

I ta rupiah);

b. perubahan klagi fikasi tirdak pidana dari tin-

dak pidana adnan menjadi tindalk pidana biasa;

¢. penambahan ketentuan tentang perampasan hasil

pelangraran hok cipta oleh negara untuls  di-
hancurlat;
d enepesan mengenal adanya hal: pemegang hal
- | ko=

cipta untuk me-nga julian tuntutan perdala

nada pelungGal’i
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2 'L]-l I-l:'F 1T} In 1 E: il L Il =1
- 14 * Ml ]'i'u”- .:Ilrﬂ ETHER Sed an idi]{ i =
& | 8 h

a pengusutan pal

dalam
rank

anrraran hak ciptay

r.o 3 -
Jangka waktu Perlindungannya melama hildup

enci g 14
pencipta plus lima pulun tahun setelah pen-

ciptn meningieal dunias
el |

B« ditindakannya ketentuan mengenai penpgambil-

alihan dan dipanty dengan mekanisme  eflatem

compulsery licensing;

h. dicakupnya jupga bidang program komputer,
9. Falkktor-faktor yang mempengaruli perubahan Undanp-Undang

Hak Cipta, antara lain :
a. masih banyaknya pelanggaran/penbajalan  hak
cipta;
b. sanksinya yang belum memadai;
c., belum cukup terbinanya kesamasn pengertian,
sikap dan tindakan para gparat penegak hukum

dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta,

10.5ejak diberlakukannya 'ndang-lindang Ko Glphamomor: 2

tahun 1987, Indonesia telah menandatangani perjanjian
]

mengenai perlindungan llak Cipta atas relkaman suara an-

publik Indonesin dan Masyarakat Eropa, juga ten

tara Re

tang persetujuan mengenal perlindungan K, SR

ra Indonesia dan amerila serikat tahun 1989,

um bagi pemegang hak cipta di  bidang

11 . Perlindungan huk

dari aspek tangring
pada perjenjian yang P

jawab perdata bersumber dari
musik

dua segi yaknl berdasal’



12.

135,

88
oleh pencipta dan Produser, Untuk ity ketent
uan

. | yang
dipakai sebapgai landasannya ad

alah pasgal 1243 KUl Per-
gata. Sedang sepd Yanr lain berdagar padn

melanpgear hulium, yang diatup d

perhuatan

alam pasal 1365 KUH Per-

data, karena semua syarat materiil dalam pasal ini

sudah terpenyhi dengan baik oleh perbuatan yang me-

langgar hak cipta di vidang musik.

FPerlindungan hukum bagli pemegang halk cipta di bidang
musilk dilihat dari seri hukum pidana,menuntut tindak-
an Yanp aktif dari para penegak hukum dalam menangani
tindalr pidana kejzhatan tersebut, ¥eadaan itu masih
merupakan harapan bersama karena masih ditemul bebera-
pa hambatan vakni rendahnya pengetahuan para penegak
hukum dalam bidang hak cipta atas musik,
Perlindungan hukum terhadap karya cipta bidang musik
bulkan saja sekedar dirasakan perlu, tetapi bahkan me-
rupakan suatu webutuhsn. Keadaan ini dapat menumbuh-

kan gairah mencipta utamanya dalam bidangnya, altan

tetapi di sisi lain intensitas pelangmaran hak cipta

atas musik makin neninpkat, waupun sudah diklasi=-

dapun
fikagiltan sebagal tindak pidana ke jahatan, nrdapu

ai pelanggaran ters

{tu sendiri maupun disebabkan

ebut yakni ber-
faktor yang mewTarn

aszl dari aturannys

sendiri. Akhirnya dengan

gleh unsur pelslsanaaniya

argelut di  atas
tahui poberapa fpolikasi hwicum teraehu
menigeta = .

utir pranata hulsum vang dapat

minimal kita menenultar b
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menunjang pelalsanaanp Perlinduhgﬂn hikum atas —
: i i Clp=
ta di bidang musik. Selain 1ty Kiranya hal tersebut

i

di atas dapat memacy kita untuk menelaah dan berpikir
kritis untuk mencari Jjalan keluar Yang nantinya dapat
dipakail sebagai alat untuk menopang perlindungan hukum

yang dimalsud,

IV.2. Saran-garan

Sebagal tindak lanjut dari paparan terdahulu, dirasa
perlu kiranya kita sadar diri bahwa Undang=Undang Hak Cip-
ta yang tengah kita bahas ini merupakan hukum ysng  ber-
tujuan untuk melakukan perubzhan-perubshan pola pikir dan
pola tindak masyarskal, Kolentuan hukum ini dapat kita per
hitungkan terlebih dabulu babwa di dalam  peleksanaannya
slcan menemui hambatan-hambatan, 0leh karena ilu  menurot

penulis ada tiga usahs dapat (lilalkcsarakan secara simultan

yaknl sebapai berikut :

1. peningkatan kesadaran hukun masyarakat baik melalui

media kadarkum maupun dalzam bhentuk penvuluhan hukuom,

Dengan demilcian para penegak hukum secara tidak lang

sung akan mendalaml substansi Undang-Undang itu,

2, dengan cara membenahi peraturan pelaksanaannya

cara selektif seirama dengan kebutuhan pembangun-
5 .
daran hulzum masvarakat atau
: inpkaton kesa
an serta pel :

berdasar pada slhala prioritas.

i sarana hulkum administratifl, nelalul

3, dengan memalka

] kkalipgus
media pemhinaan,pengnmhgngan dan Jjuga sekalig
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ravasan., Vape - .
penfarasan. Karena useha ing Aapatmenpahatin sumher

pelangraran hak cipta di bidanrs musilk,

froSudah: saatnys neECrintah mengamb ) lanskoh=lsnckah un-

tuke 1kut serts dalam ¥onvensi Tnternnaional untulk me-

lindunpi hakehal: joneinta gBecara intervnnnionsl,

S.Azar penerintah monmatnr dalom sualn Fetontusn perun-

danT=-undanran tentane halk pradn, hein roduner rekaman

dan hak oarcanisnst sipsoon,

Senoga gagasan ini ada manfaatnya bagl kita semua.
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